BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 9% TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
PADA BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KARANGREJO DAN
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN NGANTRU
TAHUN 2016 - 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus
ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat
operasional Rencana Tata Fuang Wilayah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun
2012-2032, perlu menyusun Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi pada Bagan Wilayah
Perkotaan Karangrejo dan Bagian Wilayah Perkaotaan
Muanir;

r. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Meraturan Zonasi pada Bagian
Wilayah Perkotaan Karangrejo dan Bagian Wilayah
Perkotaan Ngantri,
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 1950 MNomer 19,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 90| sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Womor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomeor 104,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 2043);

Undang-Undang Nemor 11 Tahun 1974 Tentang
Fengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam  Hayati dan
Ekosistemnyva (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 341Y9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Banpgunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247}
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nernor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444};
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negama
Republik Tndonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana  {Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor a6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang |Lembaran  Negara  Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 6%, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Kepariwisataan Lembaran Negara  Fepublik
Indonesiz Tehun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Taghun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik  Indomesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 3025,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2008 Tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tabun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor S038);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 WNomor 133, Tambahan
Lemhbaran Megara Republik Indonesia Nomor 5052},
Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 140, Tambahan Lemharan Negara Hepublik
Indonesia Nomor 5039);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Derkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor S068|;

Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2010 Tentang
Capar Budaya (Lembaran Negara Republik Idonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ik
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S188);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 MNomer 4%, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 5214];
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulcan Peraturan Perundang-Undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234]);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 lentang
Pengadasn Tanah DBagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum:

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perindustrian [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5392);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daergh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587]
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),
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Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia Momor 16
Tahun 2004 tentang Tata Guna Tanah {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43835);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman FPembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran  Pemenntah Daerah [(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Momor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 MNomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46353):

Peraturan Permerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Tndenesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5004},

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 lentang
Penertiban dan Pendavagunaan Tanah Terlantar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5098];

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penvelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahunm 2010 Nomor 21,
Tarmmbahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bemiuk dan Tata Cara Peran Masvarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160):

. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
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Berkelanjutan (Lembaran Nepara Fepublik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 31835);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ientang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Scria
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum lalulintas dan Apglutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan [(Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Tingkat Keteliian Peta untuk Rencana Tata Ruang
(Lembarsan Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5393);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta
Nomor 5468);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjasn dan Toke Modermn (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99);
Peraturan Presiden Nomer 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55),
sehagaimana telah beberapa kab diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2015
Nomor 53];
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomaor 99);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Figik
dan Lingkungan, Ekonomi serta Sesial Budaya dalam
Penyusunan Rencana Tata Ruang;

Peraturan  Menteri  Pekegaan Umum  Nemor
41/PRT/M /2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis
Kawasan Budidaya:

Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor
05/PRT/M/2008 Tentamg Pedoman Penvediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Ferkoraan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun
2000 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta
Rencana Rincinyval

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH] di Wilayah
Perkotaan/ Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hudup Nomor
17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya
Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang
Wilavah;

. Peraturan Menterd Dalam Negeri Republik Indenesia

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinas
Penataan Euang Daerah;

Peraturann Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 01/ Per/M.Kominfo /01 /2010 Tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikas:,
sebagaimana telah heberapa kali diubah terakhir
dengan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan
Informatika Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun

2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun
2010 tentang  Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Perlimbangan Teknis Pertanahan [Dalam
Penerbitan lzin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan lzin
Perubahan Penggunaan Tanah;

Peraturan Menteri Negara Linglkungan Hidup Nomor
9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum kajian
Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan
Khusus;

Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Momor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan
Batas Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun
2014 tentang Standar Pelavanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentulkan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata
Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2015 tentang lzin Lokasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralkyat Nomor 8 Tahun 2015 tenlang Penetapan
(aris Sempadan Jaringan Irigass;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Penggunaan
Sumber Dava Air,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ralkyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploiasi
dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
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Peraturan Menieri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 teniang Kriteria dan
Penetapan Status Daerah Irigasi:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan
Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peramahan
Rakyat Nomor 37 Tahun 2015 tentang [zin
Penggunaan Air Dan/Atau Sumber Air;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 239 tshun 2015 tentang Kode dan Dala
Wilavah Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penvelenggaraan
Analisis Dampak Lalu Lintas;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawal
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan
Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di
Provinsi Jawa Timur [Lembaran Daerah Provins
Jawa Timur Tahun 2008 Nomaor 2 Seri B,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1

Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 -
2025 {Lembaran Dacrah Provins: Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 Nomaor 4 Seri E);

Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 03
Tahun 2012 tentang Rencana Tala Ruang Wilayah
Propinsi Jawa Timur {(Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15}
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20145 -
2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
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9014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinal Jawa Timur Nomor 39);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun
2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan
Substansi Hancangan Perds Kabupaten/Kola tentang
Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah
Perkotaan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 34 Seri Ej;

Peraturan Cubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis pengadaan tanah bagi
pembangunan kepentingan wmum (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20 Seri E),
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun
2014 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan
Pengendalian Ketat (Berita Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 Nomor 80 Seri E);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun
2015 tentang pemberian perizinan bidang Fnergl dan
Sumber Dayva Mineral (Berita Dacrah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2015 Nomaor 16 Seri Ej;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Izin Lokasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2009 Nomor 04 Seri CJ;

Peraruran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15
Tahun 2011 lentang Pengelolaan Cagar Budaya
Dacrah {Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011 Nomor 07 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6
Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Dacrah  Kabupaten Tulungagung Tahun 2012
Nomor 9 Seri Ef;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)] Kabupaten Tulungagung 2012 - 2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2012 Nomor 1 Sen Ej;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18
Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan [Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2012 Nomor 14 Seri Ej;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN TULUNGAGUNG

dai

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI PADA
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KARANGREJO DAN
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN NGANTRU TAHUN

2016 - 2036.
EABI
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

&

BN

o

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung,
Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disingkal DIFRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camal sebagai perangkat daerah.
Desa/Kelurahan adalah desa dan desa adat atau vang disebut dengan
nama lain, =elamjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masvarakat
hukum vang memiliki batas wilayah vang berwenang unrull mengatur
dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
herdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul, danfatau hak
tradisional yvang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk raang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
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Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permulaman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi schagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilavah
vang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungs: budi daya.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanasn tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung.

Rencana Detail Tata Ruang vang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten vang
dilengkapi dengan peraturan 2onasi kabupaten.

Pepataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanasn fata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaaian ruang.
Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliput
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tala ruang.

_Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalsh upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang.

Wilayah adalah ruang yvang merupakan kesatuan peografls beserta
segenap unsur terkait vang batas dan  sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek lungsional.

Hagian Wilavah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah
bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau
perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTE, sesual arahan atau
vang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Tulungagung vang
bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona
peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyvelenggaraan Penataan Ruang.

. Sub Bapian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat SBWF adalah

bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari
beberapa blok, dan memiliki pengertian yang ssm: dengan sub zoha
peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyvelenggaraan Penataan Ruang.
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Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang kurangnya oleh
batasan fisik yang nvata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran
irignsi, saluran udara tegangan ekstra tinggi., dan pantai, atau yang
belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain vang scienis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki
pengertian yang sama dengan hlok peruntukan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Femerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Subblok sdalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan
perbedaan subzona.

7ona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
apesifik.

Zona lindung adalah kawasan vang ditetapkan dengan Mungsi utama
melindungl kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber dava
alam dan sumber dava buartan.

sona Suaka Alam dan Cagar Budava, dengan kode SC adalah
peruntukan ruang vang merupakan bagian dari kawasan lindung vang
memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang
mempunyai fungsi pokok scbagai kawasan pengawetan keragaman jenis
tumbuban, satwa, dan ekosistermnnya beserta nilai budaya dan sejarah
bangsa,

Zona Perlindungan Seiempat, dengan kode FS adalah peruntukan
ruang vang merupakan bagian dari kawasan lindung vang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan tethadap sempadan pantai,
sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan lkawasan
sekitar mata air,

#ona budidava adalah kawasan vang ditetapkan dengan fungsi urama
untuk dibudidavakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber dava manusix, dan sumber daya buatan.

Zona Ruang Terbuka Hijau vang selanjutnya disebut RTH adalah area
memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lehih
hersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman secara ilmiah, maupun yvang
sengaja ditanam.

#ona Perumahan, dengan kode R adalah peruntukan ruang vang rerdiri

atas kelompok rumah tinggal vang mewadahi kehidupan dan
penghidupan masvarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnyva.

Zona Perdagangan dan Jasa, dengan kode K adalah Peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha vang bersifat komersial, tempat bekerja,
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas
urmum/sosial pendukungnya.
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7ona Perkantoran, dengan kode KT adalah Peruntulkan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi dava difungsikan untuk
pengembangan  kegiatan  pelayanan pemerintahan  dan  tetnpat
bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan  fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Zona Industri, dengan kode 1 adalah kegiatan ekonomi yvang mengolah
hahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan indu stri.

Zona Sarana Pelayvanan Umum, dengan kede SPU adalah peruntukan
ruang vang dikembangkan untuk menampung fungst kegiatan yang
berupa pendidikan, keschatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan
reloreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam  bentuk
tunggal renggang, deret/rapal dengan skala pelayanan yang diterapkan
dalam RTRWk.

Fona Peruntukan Lainnya, dengan kode PL adalah peruntukan ruang
vang dikembangkan uniuk menampung funpsi keglatan di daerzah
tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-
peruntukan lainnya,

7ona Peruntukan Khusus, dengan kode KH adalah Peruntukan ruang
vang merupakan bagian dari kawasan budi daya vang dikembangkan
untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus periahanan dan
keamanan, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air
limbah (IPAL}, perlindungan Air Tanah, Pemanfaatan Air Tanah
herdasarkan zona konservasi Air Tanah dan lain-lain vang memerlukan
PENATEANAN, PEPENCATIAAN SATANA PrasSArana seris fasilitas tertentu, dan
belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.

Qubzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristilk tertentu vang merupakan pendetailan dari fungs: dan
karakteristik pada zona vang bersangkutan,

Subzona Rumah Kepadatan Tinggi, dengan kode R-2 adalah peruntukan
ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan
untul tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang liesar
antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Sedang, dengan kode R-3 adalah
peruntukan ruang vang merupakan bagian darn kawasan budi daya
difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan
yang hampir seimbang anlara jumlah bangunan rumah dengan luas
lahan.

Subzona Rumah Kepadatan Rendah, dengan kode R-4  adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya
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difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan
vang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Subzona Perdagangan dan Jasa Bentuk Tunggal, dengan kode K-1
adalah peruntukan ruang yvang merupakan bagian dari kawasan budi
dava difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan /atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelavanan regional yang dikembangkan dalam
hentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.

Subzona Perdapangan dan Jasa Bentuk Deret, dengan kode K-3
adalah peruntukan ruang vang merupakan bagian dari kawasan budi
daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
fdan /atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam
bentuk deret.

Subzona Perkantoran Pemerintah, dengan kode KT-1 adalah

peruntukan ruang vang merupakan bagian dar kawasan budi dava
difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemeriniahan dan
pelayanan masyarakat.

Subzona Perkantoran Swasta , dengan kode KT-2 adalah peruntukan
ruang vang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan
untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa,
tempat  bekerja,  tempat  berusaha  dengan fagilirasnya vang
dikembangkan dengan bentuk tunggal [/ renggang secara horizontal
maupun vertical.

5. Subzona Industri Kecil, dengan kode [-3 adalah zona industri dengan

modal kecll dan tenaga kerja vang sedikit dengan peralatan sederhana.
Biasanva merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah
tangga.

Subzona Aneks [ndustri, dengan kode [-4 adalah industri yang
menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedalan ke dalam 4
(empat) golongan. vaitu : ancka pengolahan pangan, aneka pengolahan
sandang, aneka kimia dan serat, serta aneka bahan bangunan.

Subzona Pendidikan, dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan
untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi,
pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horisontal
dan vertikal,

Sub zona Transportasi. dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan
untuk manampung fungsi transportasi dalam upayva untuk mendulkung
kebijakan pengembangan sistem transportasi yvang tertuang didalam
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rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan
perairan

Subzona Kesehatan, dengan kode SPU-3  adalah peruntukan ruang
vang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan
untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala
pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk vang akan
dilayani vang dikembangkan secara horisontal dan vertikal,

Subzona Olahraga, dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang vang
merupakan bagian dari kawasan budi dayva yang dikembangkan untuk
menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun
tertutup sesuai dengan lingkup pelavanannya dengan hierarki dan skala
pelavanan yang disesuaikan dengan jumlah pendudul.

Qubzona Peribadatan, dengan kode SPU 6 adalah peruntukan rang

yvang merupakan bagian dan kawasan budi daya yang dikembangkan
untuk menampung sarana ibadah dengan hierarks dan skala pelayanan
vang disesuaikan dengan jumiah penduduk.

Subzona Pertanian, dengan kode PL-1 adalah peruntukan ruang vang
dikembangkan uniuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan
pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pernberian makanan,
pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan
komersial.

 Kawasan adalah wilavah vang memiliki fungsi utama lindung atau

budidaya.

 Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.,

Kawasan budidava adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

 Kawasan Perkotaan adalah wilavah yang mempunyal kegiatan ufama

hukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sehagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial. dan kegiatan ekonomi.

Jarngan adalah  keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur

vang lain.

Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
wilavah vang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarki,

Jalan adalah prasarana transportasi darat vang melipun segala bagian
jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya vyang
diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di
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atas permukasn tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lom, dan jalan
kabel.

Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang
memungkinkan permukiman dapat berfungsi scbagaimana mestinya,
mencakup sistem penyedisan air bersih, sistem drainase air hujan,
sistern pembuangan limbal, sistem persampahan, sistem penyediaan
energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
Ketenapalistrikan wadalah segala sesuatu yang menvangkut penyediaan
dan pemanfaatan renaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem jkawat, optils, radiu
atan sistem elektromagnetik lainnya.

Tempat Pemrosesan Akhir vang selanjutnya disingkal TPA adalah tempat
untuk memproses dan tmengembalikan sampah ke media Iingkungan
secars aman bagi manusia dan lingkungan.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempal pendauran  ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

. Tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle|

vang selanjutnva disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang dan pendauran
ulang skala kawasan.

Rencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa vang mengancan
dan menggangeu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau fakior nonalam maupun
faktor manusia schingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
paikologis.

#ona Rawan Bencana, dengan kode RB adalah peruntukan ruang yvang
merupakan bagian dari kawasan lindung vang memiliki kerawanan haik
di darat maupun di perairan yvang berpotensi tinggi mengalami tanah
longsor, banjir, gempa bumi dan kebakaran.

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan
pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan
dan kirinva sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kin kanan saluran, sungai
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang MEMPUnya
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan
bangunan danfatau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar
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dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran,
kald tansgul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api,
jaringan tenaga listrik, dan pipa gas,

Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
Palung sungai adalah cekungan yang lerbentuk oleh aliran air sccara
alamiah atau buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen.
Jalan kolektor primer yaitu jaringan jalan menghubungkan sccara
herdaya guna antata pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan
lokal.

Jalan lokal primer yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya
guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan hngkungan, pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, atau pusal kegiatan lokal
dengan pusat kegiatan lingkungan, scrta antarpusal kegiatan
lingkungan.

Jalan lingkungan primer yaitu jaringan jalan menghubungkan
antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam
lingkungan kawasan perdesaan.

Jalan kolektor selunder vaitu jaringan jalan menghubungkan kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan
sekunder lkedusa dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan lokal sekunder vaitu jaringan jalan menghubungkan kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan . kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, kawasan sckunder ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan.

Jalan lingkungan sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan
antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Jalur pedestrian adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna
memberikan  pelavanan  kepada pejalan kaki  sehingga dapat
meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pejalan loaki
tersebut.

Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang gepanjang jalan vang
dibarasi oleh lebar, tinggl, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh
penvelenggara jalan dan digunakean untuk badan jalan, saluran tept
jalan, dan ambang pengamannya.

Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang manfaar jalan dan sejalur
tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi
ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di
masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan
dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggt tertentu.

Ruang pengawasan jalan (Ruwasjal adalah ruang tertentu diluar ruang
milik jalan vang pengsunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar
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tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan
fuingst jalan.

lrigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan
irigas.

Penpggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus
yang ditetapkan pada suatu kawasan, blek peruntukan, dan/atau persil.
Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat danfatau di air
vang mengandung benda cagar budays, bangunan cagar budaya,
dan/atau struktur cagar budaya sehapai hasil kegiatan manusia atau
bukti kejadian pada masa lalu.

, Kawasan Cagar Budayva adalsh satuan ruang geografis vang memiliki

dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau
memperlihatkan ciri tata ruang vang khas.

Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pembinaan, penvelenggaraan perumahan, penvelenggaraan kawasan
permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, penvediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
peran masyarakat,

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, vang dilengkapl dengan prasarana,
sarana, dan uiilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak humnt.

Ruang Terbuka MNon Hijau yvang selanjutnya disingkat RTMH adalah
ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori
RTH, herupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
herbagai fasilitus serta layanan yang discdiakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan
ruang sektoral dan ketentuan persyaratan permanfaatan ruang untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana
rinei tata ruang.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yvang mengatur fenfang persyaratan
pemanfaatan tuang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana
rinci tata ruang.

Intensitas Ruang adalah besaran ruang urntuk fungsi terfentu vang
ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien
dasar bangunan dan ketinggian bangunan tap bagian kawasan
kabupaten sesuai  dengan  kedudukan dan fungsinva dalam
pembangunan kabupaten.
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Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalab
bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantal dasar bangunan
dengan luas kapling/ pekarangan.

5. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkal KLB adalah

hilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan
dengan luas kapling/ pekarangan.

Koefisien Daerah Hijau vang selanjutnyva disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung vang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijavan
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasal sesua
rencana lata ruang dan KTBL.

Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/ horizontal
permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan
lantai denah bawah.

Jaral antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan
dengan bangunan lain di sebelahnva.

lzin Pemanfaatan Ruang adalah izin vang dipersyvaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia matupun asing.
Korporasi adalah  kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau
kekayaan, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

BABII
ASAS, FUNGSI DAN MANFAAT, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas vang digunakan dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi
BWP Karangrejo dan BWP Ngantru meliputi :

keterpaduan;

keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
keberlanjutan;

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
keterbukaan,

kebersamaan dan kemitraan;

perlindungan kepentingan umum;
kepastian hukum dan keadilan; dan
akuntabilitas.



Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat

Pasal 3

(1) RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sehagai :

a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah di daerah berdasarkan
RTEW;

h, acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebth rinci dari
kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW,

o, acuan bagl kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;

d. acuan bag penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan

e. acuan dalam penyusunan ETBL.

(2] RDTR dan peraturan zonasi bermaniaat sebagali :

a. Penentu lokasi berbagai kepigtan vang mempunyai kesamasrn fungsi
dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentia;

b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan
pelaksanasn pembangunan fisik daerah yang dilaksanakan oleh
pernerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masy arakar;

¢. Ketentuan intensilas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian
wilavah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang daerah
secara keseluruhan; dan

d  Kelentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk
disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

1) Ruang lingkup BWP Karangrejo dengan luas 905,59 [sem bilan ratus
enam puluh lima koma lima puluh sembilan| hektar meliput

Desa Jeli;

Desa Tulungrejo,

Desa Sukoreio;

Desa Sukodono;

Desa Karangrejo;

Desa Sembon;

I

Desa Gedangan,
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Desa Babadan;

Desa Sukowidodo;
Desa Sulowivono: dan
Desa Bungur.

(2) Batas-batas BWP Karangrejo meliputi |

i

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jeli dan Desa Tulungrejo
Kecamatan Karangrejo;

Schelah Selatan berbatasan dengan  Kecamatan Kaumen dan
Kecamalan Kedungwaru;

Sehelah Timur berbatasan  dengan Kecamatan Ngantre  dan
Kecamatan Kedungwaru: dan

Sebelah Barat  berbatasan  demgan Desa  Sukorejo, Diosa
Tulungrejo, Desa Sukodono, Desa Babadan, Desa Tanjungsari, Desa
Bungur dan Desa Gedangan Kecamatan Karangrejo.

(3] Ruang lingkup BWF Ngantru dengan luas 2.411 (dua ribu empat ratus
sebelas) hektar meliputi :

4]

ol

=

Tmomoe an

Desa Bendosarn;
Desa Ngantru;
Desa Kepuhrejo;
Desa Pojok;

Desa Pulerejo;
Desa Pinggirsar;
Desa Srikaton; dan
Dega Padangan.

Batas-batas BWP Ngantru meliputi ;

.

.

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan
MNgantru dan Kabupaten kedin:

Sebelah Selatan berbarasan dengan Desa Pucunglor Kecamatan
Ngantru dan kecamatan Sumbergempol;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten
Kedir; dan

Sebelah  Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumbergempol,
Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Karangrejo.

Materi vang dibahas dalam RDTE BWFP Karangrejo dan BWP Ngantru
meliputi ;

A,

b.
C.
il

Tujuan penataan ruang BWF;
Rencana pola ruang;
Rencana fafingan prasardna:
Penetapan SEWI prioritas;



e, Ketentuan pemanfaatan ruang;

f. Peraturan zonasi;

g, Perizinan;

h. Insentif dan disinsent:if;

i, Sanksi; dan

j.  Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan tfuang.

BAR III
BEWF KARANGREJO

Bagian Kesatu
Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1
Tujuan

Pasal &

Penataan ruang BWP Karangrejo bertujuan mewujudkan kawasan BWP
Karangrejo sebagai kawasan pendukung agropelitan, permukiman,
perdagangan dan jasa serta industri berwawasan lingkungan,

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi

Paszal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWF  Karangreio
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan rencana
detail tata ruang meliputi ;

a. Pengembangan aksesbilitas eksternal dan internal pendukung BWE
Karangrejo;

b. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pengembangan
BWP Kamangrejo sebagai kawasan pendukung agropolitan,
permukiman, perdagangan dan jasa serta industri berwawasan
linglkungan;

¢, Pemantapan fungsi kawasan lindung BWF Karangrejoidan
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d. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung BWP sebagai
kawasan pendukung agropolitan, permulkiman, perdagangan dan
jasa serta industri berwawasan lingkungan.

Pengembarngan akseshbilitas eksternal dan internal pendukung BWF

Karangrejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan strategi

meliputi :

a. Meningkatkan aksesbilitas eksternal antara BWP Karangrejo dengan
wilavah sekitar yang terintegrasi;

h. Meningkatkan akseshilitas dalam kota melalui peningkatan hirarki
jalarn;

¢. Menciptakan sistem transportasi yang terpadu schingga memberikan
efisiensi, efektifitas dan keamanan yang tinggi;

d. Mengembangkan pusat pelayanan iransporiasi untuk melavani
pergerakan lokal dan regional; dan

e. Membangun pola jaringan jalan baru pada kawasan yang belum
terjangkau oleh jaringan transportasi yang disesuaikan dengan
lkarakteristik pergerakan dan aktivitas penggunaan lahan.

Fenetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pengembangan

BWP Karangrejo schagai kawasan pendukung agropolitan, perrmukiman,

perdagangan dan jasa serta industri berwawasan lingkungan

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan strateg mieli puti:

a, Mengembangkan kawasan pendukung agropolitan di Desa Jeli;

b. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sepanjang Truas
jalan Cuwiri - Karangrejo;

¢. Mengembangkan kswasan permuliman baru sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan;

Membentuk sentra-sentra imdustn kecil; dan
Mengembanghkan kegiatan perdagangan pada wilayah yang kurang
herkembang schingga dapat menjadi penarik kegiatan yang kuat

Pemantapan fungsi kawasan lindung BWP Karangrejo sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan strateg meliputi:

a. Menetapkan dan menjaga fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu
pengelabuan;

h. Menjaga dan melestarikan fungsi sempadan SUNEHI;

c. Mengembangkan taman kota sehingga menjadi lendmark kota di
pusat Perkotaan Karangrejo;

d. Menvediakan dan mengembangkan jalur evakuasi dan lokasi
pvakilasi pada zona rawan bencang; dan

e, Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas minimal 30 %
dari luas kawasan perkotaan.
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Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung BWP sebagai
kawasan pendukung agropolitan, permukiman, perdagangan dan jasa
serta industri berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) hurul d dengan strategi meliputi :

a. Menvediakan sarana dan prasarana perumahan yang memadai;

b. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada Desa Jeli dan
Desa Bungur sehingga dapat menjadi penarik kegiatan;

c. Membentuk sentra-sentra industri kecil yang tidak bercampur
dengan permukiman dengan adanya penataan lingkungan;

d. Mengembangkan Sarana Pelayanan Umum [SPU) di seluruh wilavah
desa di Perkotaan Karangrejo:

e, Mempertahankan pertanian vang memiliki irigasi teknis vang baik
khususnya yang didaerah pinggiran dan diperbolehkan adanva
perubahan namun dengan pengaturan terfentu; dan

f.  Mendukung pengembangan agropolitan, permukiman, perdapgangan
dan jasa serta industri dengan kemudahan investas  Vang
disesuaikan dengan pengaluran terteniu.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pagal 7

Rencana pola ruang BWD Karangrejo sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 avat (5) huruf b meliputi

a. Skenario dan Siatem Pusat Kegiatan;

b, Pembagian SBWF dan Blok;

c. Rencana Zona lindung; dan

d. Rencana Zona budidaya.

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud avar (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 rercantum dalam
Lampiran 1 A vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Peta rencana pola ruang RDTRE tersebut merupakan peta zonasi
bagi peraturan zonasi.



Paragraf 2
Skenario dan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal B

(1} Skenario pengembangan BWP Karangrejo sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat {1) huruf a melipuri :

(2)

a
b,

Menetapkan pusat BWP dan Sub Pusat BWP Karangrejo,
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang jalan
kolektor primer 4 [empat) dengan perlimbangan dan persyaratan
penyediaan lahan parkir;

Menetapkan kawasan pertanian yang dipertahankan dan yang dapat
dikonversi sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan
penvediaan RTI sabuk hijau;

Mengembangkan fasilitas perdagangan dun jasa di Pagar Karangrojo,
Pasar Bungur dan pasar di Desa Jeli;

Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tanggs rnen jadi
sentra industri vang ramah lingkungan, dilengkap pusat promosi
dan pemasaran,

Mengembangkan fasilitas kesehatan yakni Puskesmas Karangrejo
untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan,
Mengembangkan kawasan pemukiman dengan sistem infiltrasi
sehingga menjadi sebuah kawasan yang kompleks;

Pengembangan jalan-jalan baru untuk meningkatkan pertumbuhan
kawasan;

Meningkatkan kuantitas fasilitas sosial dan fasilitas umum sesua
dengan kebutuhan masyarakat;

Menunjang peningkatan aksesibiltas dan sirkulasi pergerakan
melalui penvediaan sarana penunjang terutama ruang pejalan kaki
atau pedestrian, dan rambu-rambu lalu lintas pendukung:
Mengembangkan sistem pelavanan utilitas vang melayani semua
kebutuhan vang terdiri dari jaringan air bersih, drainase, listrik,
pengolahan limbah, dan telekomunikasi; dan

Pengembangan tiga wilayah pengembangan vakni di  Desa
Karangrejo, Desa Bungur dan Desa Jeli untuk pemerataan
pembangunan kawasan.

Sistern pusat kegiatan pengembangan BWFP Karangrejo sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 avat (1) hurui a meliputi :

a,

Pusat kegiatan perdagangan dan jasa, Kesehatan dan Perkantoran
ditencanakan di Pusat perkotaan Karangrejo {Desa Karangrejo);
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b. Pusat kegiatan pendidikan dan perdagangan dan jasa direncanakan
di Desa Bungur dan Desa Sembon;

¢. Pusat kegiatan wisata budaya direncanakan di Desa Sukodono; dan

d. Pusat kegiatan pendukung agropolitan direncanakan di Desa Jeli.

(3] Arahan Pengembangan BWP Karangrejo meliputi :

a. Pengembanpan kegiatan perdagangan pasar di Desa Jeli dan Desa
Bungur;

b. Pengembangan kegiatan pendukung agropolitan di Desa Jeli;

¢. Pengembangan kegiatan wisata budaya di Desa Sukodono;
Pengembangan sarana prasarana  skala kecamatan di Desa
Karangrejo dan Desa Sembon;

e. Pengembangan infrastruktur jalan kolektor primer TV dari Desa
Bungur menuju Desa Jeli untuk memperlancar aksesbilitas wilayah
dalam kawasan;

f. Pengembangan jalan penghubung menuju Kecamatan Sendang dan
Kecamatan Kedungwaru untuk memperlancar aksesbilitas ke luar
kawasgan;

g. Pengembangan terminal tipe € di Desa Sukowidodo atau Desa
Sukowiyono atau Desa Bungur;

h. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada #zona perumaharn,
perkantoran, dan fasilitas pelayanan umim lainnya; dan

i, Mempertahankan kawasan-kawasan lindung vang sudah ada.

Paragraf 3
Pembagian SBWP dan Blok

Pasal 9

Pembagian SBWP dan Blok di BWP Karangrejo sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 avat (1) huruf b meliputs
a, SBWP | meliputi Blok A, Blok B dan Blok C dengan arahan
pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman vang terdin
dari:
1, Desa Jeli;
2. Desa Karangrep;
3. Desa Tulungrejo, dan
&, Desa Sukoreio.



b.

SBWE I meliputi Blok A, Blok B dan Blok C dengan arahan
pengembangan pemerintahan, perdagangan dan jasa, sosial budava dan
permukiman yang terdiri dari :

1. Desa karangrejo;

2. Desa Sembon,;

3. Desa Sukodono; dan

4, Desza Gedangarn.

SBWP 11l meliputi Blok A, Blok B, Blok C, Blok 13, Blok E dan Blok F
dengan arahan pengembangan industri, perdagangan dan jasa dan
permukiman yvang terdiri dari :

1. Desa Sukowidodo;

2, Desa Sukowivono;

3. Desa Babadan, dan

4. Desa Bungur.

Paragraf 4
Rencana Zona Lindung

Pasal 10

Zona lindung yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ meliputi ;

.
L.

[

(1]

12]

zona perlindungan setempat (P3)

zona suaka alam dan cagar budaya [SC);
zona ruang terbuka hijau kota [RTH];
zona rawan bencana (RB).

Pasal 11

Fona perlindungan selempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a meliputi :

a. subzona sempadan sungai (F5); dan

b. subzona sempadan irigasi.

Sulzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
ditetapkan paling sedikit berjarak 3 {tiga) meter uniuk sungai bertanggul
dari tepi luar kaki tanggul, sedangkan untuk sungai tidak bertanggul
ditetapkan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai scpanjang alur sungai yvang tersebar di SBWFE | i
sermua blok, SBWP 11 di semua blok dan SBWP 111 di semua blok.



(=)

]

[2]

(3)
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(3]

Subhzona sempadan ingasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
ditetapkan minimum sama dengan kedalaman saluran irigasi atau sama
denpan ketinggian tanggul saluran irigasi, vaitu paling sedikit 1 (satu]
meter dari tepi saluran irigasi di SBWFP Tl

Pasal 12

Zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 huruf b, terdiri dari subzona cagar budaya.

Subzona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] berupa
Malkam Astono Gedong vang terdapat di SBWP 11 Blok 11-A.

Arahan rencana pengembangan cagar budaya meliputi ;

a. Rehabilitasi kawasan makam untuk tetap mempertahankan keaslian
malgam; dan

b. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata
budaya.

Pasal 13

Zona ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
hurul ¢ meliput :

a. subzona HTH fungsi tertentu (RTH-1});

b. subzona RTH taman {RTH-2j:

¢. subzonga RTH jalur hijau jalan (RTH-3); dan

d. subzona RTH sempadan [RTH-4).

Subzona RTH fungsi tertentu berupa pemakaman terdapat di SEWF |
Blok 1-B, SBWEP I Blok 11-4, SBWP Il Blok II-C dan SBWP 11l Blok I11-B.
Subzona RTH taman sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurut b
terdapat di SBWF | Blok [-A, 3BWF Il Blok 11-A, SBWF 1T Blok [I-B,
SRWP 11 Blok TI-C, SBWP 111 Blok TTT-A dan SEWP 111 Blolk HI-E.

Suhzona RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayai (1}
huruf ¢ terdapat di SBWP 1 di semua blok, SBWF 11 di semua blok dan
SBWEP I di semua blok.

Subzona RTH sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf d
tersebar di SBWP I di semua blok, SBWF 11 di semua blok dan SBWP 111
di semua blok.
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Pengembangan RTH perkotasn dapat dilakukan dengan menambah ETH
pekarangan, RTH Taman, RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu
pada kawasan permukiman.

Setiap orang vang membangun diwajibkan menanam pohon atau
tanaman di depan bangunan dalam pekarangan minimal 10 (sepuluh
persen) dari luas kapling.

Setiap pengembang berkewajiban  uniuk mewijudkan taman dan
penghijauan pada lokasi pengembangan permukiman khususnya pada
SBWP 1 Blok I-A, SBWP T Blok 1-B, SBWP 1l Blok 0-B, dan SBWP I
Glok 111-D sebesar 10 [sepuluh) persen dari luas lahan pengembangan
permukiman vang diusahaxkan.

Pasal 14

Zona rawan bencana vang ada di Perkotaan Karangrejo berupa sub zona

rawan hanjir (RB].

Sub zona rawan hanjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yaitu

berpotensi rawan banjir di SBWP 111 Blok lII-E dan SBWF ITT Blok [1I-F.

Arahan dalam pengendalian rawan banjir meliputi:

4, Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas
wilayvah;

b. Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan
prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir:

¢. Mengoplimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air,;
dan

d. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan
drainase dengan wilavah lain.

Paragraf 5
Rencana Zona Budidaya

Pasal 15

Zona budidaya vang dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1) huruf d meliputt ;

a.
b

.

zona perumahan (K]
zona perdagangan dan jasa (K);
zona perkantoran (KT)
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zona sarana pelayvanan umum (SPU};
zoma industry (1);

zona peruntukkan lainnya (PL); dan
zona peruntukan khusus (KH).

R T S R

Pasal 16

(1} Zoma perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf &
meliputi;
a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
b. subzona perumsahan kepadatan sedang (R-3); dan
¢. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).

{2) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2] schagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a tersebar di SBWP 1 di semua blok, SEWP 1T i
semua blok dan SEWP Ul di semua blok.

(3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimalksud
dalam ayat (1) huruf b tersebar di SBWP 1 di semua blok, SBWF 11 di
semua blok dan SBWP 11l di semua blok,

(4} Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf ¢ tersebar di SBWP I di semua blok, SBWP 11 di
semua blok dan SBWP I di semua hiok,

Pasal 1T

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf b meliputi ;
#. subzona perdagangan dan jass bentuk tunggal (K-1); dan
b. subzona perdagangan dan jasa bentuk deret [K-3).

(2} Subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal sebapaimana dimalksud
pada avat (1) huraf a melipuri:

a. sub zona perdagangan dan jaza bentuk tunggal dengan kegiatan toko
dan warung tersebar di SBWP 1 di semua blok, SBWP 1l di semua
blak dan SBWP III di semua hlok;

b. sub mona perdagangan dan jasa bentuk tungeal dengan kegiatan

pasar tradisional tersebar di SBWP 1 Blok I-A, SBWP I Blok [I-A dan
SRWF 1T Blak [[I-F; dan



(3}

(4)

¢. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan toko
modern tersebar di SEWP 11 di Blok 11-B dan SBWP I Blok [I-C;

Subzona perdagangan dan jasa bentuk deret sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1) huruf b meliputi :
a. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret dengan kegiatan ruko

tersebar pada SBWF | di semua blok, SBWP 11 di semua blok dan
SBWEP Il di semua blok; dan

b. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret dengan kegiatan
pertokoan tersebar pada SBWP | di semua blok dan SBWP I di
semua blol.

Pengembangan sektor informal diarahkan pada kawasan sekitar Pasar
Karangrejo dan /atau Fasar Bungur.

Pazal 18

(1} Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c

[2)

(1)

berupa subzeona perkantoran pemerintah [KT-1).

2ubzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada avat (1)

tneliputi:

4. Subzona perkantoran pemerintabh berupa kegiatan kantor desa
terdapat pada masing-masing desa vakn: di SBWP [ blok [-A, SBWP I
blok 11-A, SBWP IT blek 11-B, SBWP 11 blok II-C, SBWP III blok III-A,
SEWP Il blok 11I-C dan SBWF Il blok III-F;

b, Subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan kantor kecamatan
di S8BWP II blok 11-B; dan

c. Subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan Kantor Pos,

Kantor UPT Pengairan, Kantor unit Pasar terdapat di SBWP T
blok [I-B,

Pasal 19

Zona sarana pelavanan umum scbhagumana dimaksud dalam Pasal 15
hurul d meliputs ;

a. subzona pendidikan (SPU-1),

b. subzona kesehatan {SPU-3):

¢. subzona olah raga (SPU-4), dan

d. subzona peribadatan [SPU-G).
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(2] Subzona pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi ;

3}

(4]

(3]

L&)

(L)

.

subzona pendidikan berupa taman kanak-kanak/Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD} di kembangkan di SBWP | di semua blok, SBWP 11
di =emua blok dan SBWT 111 di semua blok;

sekolah dasar/Madrasah Ibtidaivah (Ml} di kembangkan di SBWP [ di
setmiia blok, SBWP 11 di semua blok dan SBWP 11 di semua blolk;
subzona pendidikan berupa sekolah menengah pertama/Madrasah
Tesanawivah (Mts} atau sedergjat dikembangkan di SBWFP [ Blok [-A,
SBWPF 11 Blok II-A dan Blok 11-C, dan SBWPF III Blok [II-F; dan
subzona pendidikan berupa sekolah menengah atas/sekolah
menengah kejuruan/madrasah alivah atau sederajat dikembangkan
di SBWP I Blok I-C dan SBWP II Blok 11-C.

Subzona kesehatan [3PU-3) sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi -

f,

Tw.

subzona kesehatan berupa puskesmas di kembangkan di SBWP 11
Elok II-B;
subzona kesehatan berupa polindes di kembangkan di SBWP |

Blok I-A, SBWFP 1l Blok II-C dan Blok li-A, dan SBWF [ll Blok 111-F;
dan

subzona keschatan berupa kegiatan posvandu, prakiek dokter,

prakiek bidan dikembangkan di SBWDP | di semua blok, SBWP 11 di
semua blok dan SBWP TIT di sermua blok.

Subzona plahraga [(SPU-4) sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d

meliputi subzona olah raga berupa kegiatan lapangan/gedung olah raga
di SBWP Il Blok lI-B dan SBWPF 11l Blek LI1-A.

Subzona peribadatan [SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f tersebar di permukiman masvarakat di SBWP T di semua blok,
SBWP 1l di semua blok dan SBWP 11l di semua blok.

Fasilitas vang ada saat ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan,
sedangkan penambahan baru harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 20

Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hurufl e berupa

subzona Aneka Industri (1-4).

(2] Subzona Aneka Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
kegiatan industr kecil di SBWP I blok II-B.
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(1)
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Pasal 21

Zona  peruntukan  lainnya sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf fberupa subzona pertanian (PL-1].

Subzona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayvatl [1) berupa
kegiatan pertanian lahan basah yvang tersebar di SBWF | di semua blok,
SBWP Il Blok lI-B, SBWP Il Blok II-C dan SBWP I di sermua blok,

Pazal 22

Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf g berupa subzona pertahanan dan keamanan (KH-1).

Subzona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada
aval 1) berupa kantor Komando Rayon Mihter [Koramil) dan kantor
Polisi Scktor (Polsek) berada di SBWP 11 Blok 11-B.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Rencana jaringan prasarans BWP Karangrejo sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 4 avat (5) huruf ¢, melipuar :

&. FRencana Pengembangan .Jaringan Pergerakan;

b, Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan:

¢. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;

d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;

T

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase,

I. Rencana Pengembangan .Jarnngan Air Limbah;

g, Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya.

Hencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan bongkat
ketelitian 1 : 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 24

Eencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimalksud

dalam Pasal 23 ayat (1] huruf a terdir atas ;

a. Sistem jaringan jalan;

b. Sistem jaringan pedestrian;

¢, Jaringan pelavanan angkutan umum; dan

d. Penvediaan sarana penunjang,

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf &

meliputi ;

a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 4 |empat) meliputi :

1. Ruas jalan Cuwiri - Karangrejo di SBWP Il semua blok dan
SBWP Il semua blok;

2. Huas jalan Ngujang - Karangrejo di 3BWP 1l Blok 1I-B; dan

3. Ruas jalan Karangrejo — Catut di SBWP Il Blok 1I-C dan SBWP I
scmua blok.

b. Pengembangan jaringan jalan Iokal primer berupa ruas jalan
karangrejo - Sendang pada SBWP 1l Blok li-B dan SBWP 1l Blok 1I-C;
dan

¢, Pengembangan jaringan jalan lingkungan mebputi semua jaringan
jalan yang berada dalam kawasan pemukiman.

Sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi

a. pengembangan jalur pedestrian zona perdagangan dan jasa meliputi
jaringan jalan kolektor prnmer 4 [empat] pada SBWP | di semua blok,
SBWPF II di semua blok dan SBWPF III di semua blok;

b. pengembangan jalur pedestrian zona perumahan di SBWFP T di scimua
blok, SBWP 11 di semua blok dan 3BWP 1T di semua blok;

c. pengembanpan jalur pedestrian pada zona pelayanan umum (SPU)
pada SEWP I di sermmua blok; dan

d. Penyediaan sarana dan  prasarana  seperti  tempat  sampah,
pencerangan, bangku dan tanaman peneduh pada jalar pedestorian,

Jaringan pelavanan anglutan umum sebagaimana dimaksud pada

avat [1) huruf ¢ meliputi :

a. Pengembangan jalur moda transportasi angkutan barang BWP
Karangrejo melalui jalan kolektor primer 4 {empat] melipub
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1. Euas jalan Cuwinn - Karangrejo di SBWP [l semua blok dan
SEBWP Il semua blok;
Ruas jalan Nguwang — Karangreio di SBWP [l Blok 11-1; dan
Ruas jalan Karangrejo = Cartut di SBWFE 11 Blok 11I-C dan S0WP |
semua blok,

Pengembangan Terminal Tipe C pada SBWP Il dan

Pengembangan jalur moda fransportasi angkutan umum

BWFP Karangrejo meliputi :

I} Karangrejo-Sendang,

2] Karangrejo-Tulungagung; dan

3 Karangrejo-MNgantru-Kedungwaru,

Penataan dan pengaturan trayek angkutan dengan menetapkan

hierarki travek berdasarkan klasifikast jenis rayek;

Peningkatan perkembangan pelavanan angkutan; dan

Pembangunan halte vang dilalui travek.

Penyediaan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf d meliput ;

H.

Penvediaan jalur penveberangan berupa =ebra cross yang

ditemparkan pada kawasan dengan intensitas pengguna jalan kaki

vang linggl sepert kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan

zona pelavanan umum [(SPU} di SBWP 1l biok [I-A dan/atau SBWP II

blok 11-B;

Pengembangan fasilitas penitipan motor dan sepeda vang sudah ada

di kawasan pasar Karangrejo pada SBWF 11 blok 1I-B;

Penyediaan fasilitas parkir kendaraan roda 4 di kawasan Pasar

Karangrejo pada SBWP 11 blok 11-B;

Penyediaan lahan parkir untuk fasilitas - fasilitas pelayanan umum

seperti Puskesmas, Perkantoran dan Pendidikan pada SBWP 11 di

semua blok;

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanyva dapat

diselenggarakan di tempal tertentu dan bersifat sementara pada

jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yvang harus dinyatakan

dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan dan diperuntukkan

untuk sepeda dan kendaraan bermolor;

Fasgilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi

persvaratan meliputi ;

1) paling sedikit memilili 2 [dua)] lajur per arah untuk jalan
kabupaten /kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
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2| dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3] mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
4} kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
5) tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

g. Penyediaan lampu lalu hintas dikembangkan di kawasan vang
memiliki mtensitas lalu intas vang tingen di SBWP 11 blok I1-B;dan

h. Penyediaan penerangan jalan di sepanjang jalan kolektor primer 4
[empal) pada SBWP I i sermua blok, SBWP 11 i semua blok dan
SBWP Il di semua blok.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pagzal 25

Pengembangan jaringan energi/kelistrikan  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat {1] huruf b melipuri :

a. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)dan

b. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR),
Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a meliputi jalan kolektor pnimer 4 [empat)
pada SEWDP | di semua blok, SBWF I di sermnua blok dan SBWP 111 di
semua blok,

Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimans
dimaksud pada avat (1} huruf b meliputi ruas jalan lokal primer dan
jalan lingkungan di seluruh BWP Karangrejo.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Paszal 26

Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimakgsud dalam
Pasal 23 avat (1] huruf ¢ melputi :
a. Penyedizan jaringan telekomunikasi relepon kabel; dan

h. Penyedizan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
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2} Rencana penvediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagmimans
HET ] gal

(3]

{2]

(3}

(4

dimaksud pada avat (1) huruf a terdiri atas:

a, Penyedigan Sentral Telepon Otomat (S3TO) yang terdapat di ruas
Jalan Cuwirl - Karangrejo pada SBWP [I; dan

b. Pengembangan jarngan fiber optik dilakukan di seluruh SBWP dan
blok di BWP Karangrejo untuk memperluas jaringan dan pemerataan
pelayvanan.

Rencana pengembangan  jaringan  lelekomunikasi  telepon  nirkabel

sehagaimana dimaksud pada avatr (1) buruf b dilakukan melalud

penetapan menara telekomunikasi/menara Base Trunsfer Station (BTS)

vang dimanfaatkan secara bersama berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Paszal 27

Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d berupa jaringan perpipaan dan non
petpipaan meliputi :

a. pengambilan sir baku,

b. sistem transmisi dan distribusi; dan

c. arahan pengembangan.

Pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi :

A. Sumber wutama air bersih berasal dan PDAM  Kabupaten
Tulungagung; dan

b. Pengpunaan air tanah di SBWP 1 di semua blok, SBWP [l di semua
blok dan SBWP 11l di semua blok.

Sistem transmisi sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b meliputi:

a. Sistem jaringan transmisi digunakan pipa bertekanan; dan

b. Sistem distribusi air bersih oleh PDAM secara keseluruhan mulas
dari bronkaptering sampai ke daerah distribusi dilakukan secara
gravitasi kecuali pengaliran dan sumur bor ke reservolr
menggunakan pompa.

Sistern  distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b
meliputi ;
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a. sistem distribusi sambungan rumah;

b. sistemn distribusi sambungan halaman;

¢, sistermn distribusi sambungan kran umum; dan

d. sistemn distribusi hidran kebakaran.

Arahan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi :

a. Peningkatan cakupan pelavanan air minum;

b. Penvediaan air minum perpipsan dan non perpipaan  dalam
memenuhi kebutuhan akan air minum;

. Peningkatan peran serta masvarakar dan dunia uasha /swaata dalam
penvelenggaraan pengembangan sistem air minum,

d. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan sistem pelayanan
air minum perkotaan; dan

. Penvediaan sistem perpipaan untuk melavam sambungan saluran
distribust air minum ke setiap bangunan domestk maupun non
domestik pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air

permukaan.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 28

Pengembangan  jaringan  drainase  sebagaimana dimaksod  dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf e terdin atas ;

a. Pengembangan janingan dramase sekunder; dan

b. Pengembangan jaringan drainase tersier.

Pengembangan jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliput:

a. Pengembangan drainase tertutup sepanjang jalan koleltor primer 4
(empatl) pada SBWP 1 di semua blok, 3BWP 11 di semua blok dan
SBWP Il di semua blok, dan

b. Pengembangan drainase terbuka dan tertutup sepanjang ruas jalan
Karangrejo-Sendang pada SBWPF [l Blok lI-B dan SBWP [I Blok II-C.

Pengembangan jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul b berupa pengembangan drainase terbuka dan tertutup

sepanjang jalan lingkungan.
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Paragraf 7
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 29

Rencana pengembangan jaringan air imbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 avat (1) huruf f meliputi ;

a.
by,

L1

(<]

{3

Pengadaan tempat pengelolaan limbah rumah tangga;

Pembuatan Instalasi Pengolah Airr Limbah (IPAL) komunal untuk zona
imdustri pada SBWP [T blok 11I-B; dan

Pemmbuatan Instalasi Pengolah Air Limbah [IPAL) Grey Water dan Bluck

water komunal untuk zona permukiman.

Paragrafl 8

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 30

Pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 avat (1) huruf g terdini atas ;

a. Rencana pengembangan jaringan persampahan;dan

b. Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana,

¢, Rencana pengembangan jaringan irigasi

Fencana pengembangan janngan persampahan sebapgaimana dirmaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. penycdiaan tempat sampah pada jalur pedestrian;

b, pengembangan TPS (Tempat Penampungan Sementara] di Kawasan
Pasar Karangrejo di SBWP 11 Blok 1I-B dan Pasar Bungur di SBWP 11
Blok llI-F; dan

. pengelolaan sampah melalui prinsip 3R [(Reduce, Reuse, Reoyole).

Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat {1] huruf b meliputi :

a. Pengembangan jalur  evakuasi Dbencana melalul  ruas  jalan
Cuwiri-Karangrejo di SBWP 111 Blok 111-E dan SBWP 11l Blok [I-C;

b. Penvediaan rambu-rambu evakuasi bencana; dan

. Pengembangan tempat evakuasi sementara berupa lapangan
Sukowidodo di SBWP III Blok 1-A melalui jalur evakuasi ruas jalan
Cuwiri-Karangrejo di SBWP 111
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Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada

avat (1} huruf ¢, meliputi ;

a. Mempertahankan jaringan irigasi vang ada di semua SBWF.dan

b, Melindungi saluran irigasi dari lahan terbangun dengan penetapan
sermpadan migasi minimal 1 {satu} meter dikanan dan kin saluran.

Bagian Keempat
Penetapan SBWP Prioritas

Pasal 31

SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (5] huruf d adalah SBWP 1]l dengan kegiatan :

a. pengembangan fungsi zona; dan

b. kebutuhan penanganan.

Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi : pengembangan Zona Pemukiman (R), Zona Pendidikan
(3PU-1), Zona Kesehatan (SPU-3), Zona Peribadatan (SPU-6), Zona
Perdagangan Dan Jasa (KT). Zona Perkantoran [KT), Zona Industry (1),
Zona Peruntukan Lainnya/Zona Pertanian [(PL-1] dan Zona Ruang
Terbuka Hijau (RTH).

Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b

meliputi :

a. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL;

b. Pengembangan koridor utama Perkotaan Karangrejo sebagai pusat
perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayvanan pendidikan dan
pelayvanan kesehatan;

¢. Pengembangan jalur pejalan kaki;

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan

e, Penataan sirkuasi lalu hintas serta pengaturan sistem perparkiran.

Peta SBWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran [l A vang merupakan bagian

ridak terpisahkan dari Peraturan Daecrah ini.
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BAB IV
BWP NGANTRU

Bagian Kesatu
Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 32

Penataan BWFP Nganiru bertujuan mewujudkan BWP Ngantru sebagai

kawasan perbatasan dengan pengembangan zona perdagangan dan jasa,
industri pergudangan dan perumahan secara terpadu.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi

Pasal 33

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Ngantru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32, ditetapkan kebijakan rencana detail tata
ruang melipufi ;

(2]

(3]

a,
b.

e

Mengembangkan dan memberdayakan aneka industri;

Petivediaan sarana dan prasarana di sektor pertanian;

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan vang
sudah ada dan perumahan baru secara terpadig

Penyvediaan dan peninglkatan aksesibiltas antar wilayvah; dan
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Penvediaan sarana dan prasarana di sekior industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan strategi meliputi :

A,

Mengembangkan dan memberdayakan aneka industri, industii kecil
atau home industri vang telah ada;

Mengembangkan koperasi dan UMKM untuk lebih berperan sebagai
penvedia barang dan jasa di pasar domestik:

Mengembangkan ndustn vang telah ada saat ini pada jalur-jalur
utama;

Penyediaan sarana dan prasarana di sektor pertanian sebagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf b dengan strategi meliputi:
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Mempertahankan dan mengendalikan alih fungsi lahan pada lahan
pertanian;

Meningkatkan efiziensi, produktivitas, produksi, dava saing dan nilas
tambah produk pertanian;

Meningkatkan fungsi jaringan irigasi dan tidak boleh terputus serta
tidak disatukan dengan saluran drainase;

Mengembangkan lembaga pedukung pertanian; dan

Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian,

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan vang sudah

ada dan perumahan baru secara terpadu sebagaimana dimalksud pada

avat (1) huruf ¢ dengan strateg! meliputi :

&.

o
d.

Melakukan pengawasan terhadap pengembang agar pembangunan
perumahan pada zona yvang scsual dengan peruntukannya;
Mengembangkan jalan penghubung antar kelompok-kelompok
perumahan vang ada;

Menvediakan aksesibilitas yvang memadal antar perumahan;dan
Menyediakan taman dan area bermain pada zona perumahan.

Penyediaan dan peningkatan aksesihbilitas antar wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan stratepl mehputi:

d.

b

Meningkatkan ruas jalan vang mempunyai ketersediaan ruang di
BWP Npantru serta peningkatan perkerasan pada jalan-jalan vang
rusak di dalam BWP Ngantru;

Menyvediakan sarana dan prasarana pendukung transportasi,

Pengembangan Euang Terbuka Hipauw (ETH) schagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e dengan strategi meliputi :

i

.

Menvediakan RTH pekarangan (RTH private) berupa RTH pekarangan
rumah, perkantoran, perdagangan dan jasa serta sarana pelavanan
LTI,

Mengembangkan taman skala RT/RW di setiap desa;

Menyediakan dan memelihara lahan untuk ETH publilg
Mengembangkan ETH sempadan sungal dan sempadan rel kereta
api; dan

Mengembangkan jalur hijau jalan.
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Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

(1) Rencana pola ruang BWP Ngantru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

1]

(3}

(1)

(2}

avat (3] huruf b meliputi:

a. Shkenario dan Sistem Pusat Kegiatan;

k. Rencana Pembagian SBWPF dan Blok;

c. Rencana Zona lindung; dan

d. Rencana Zona budidaya,

Rencana pola ruang RDTRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitan 1 5000
tercantum dalam  Lampiran 1-B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peta rencana pola ruang RDTR terschut merupakan peta zonasi bagi
peraturan 2onasi,

Paragraf 2
Skenario dan Sistem Puesat Kegiatan

Pazal 35

Skenario pengembangan BWP Ngantru sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 avat (1) huruf a meliput :

& Skensrio Jangka Pendek berupa memperkuat dan mendukung BWFP
Ngantru sebagai pusat pemerintahan dan pusat fasilitas pelayanan
umum bagi wilayah perbatasan daerah.

b, Skenario Jangka Panjang berupa meningkatkan dan

mengoptimatkan fungsi dan peran Perkotaan Ngantru sebagail sentra
perdagangan dan jasa di wilayah perbatasan daerah dan sekitarnya.

Sistem pusat kegiatan pengembangan BWP Ngantru  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayvat (1) huruf a meliputi :

a. Sistern pusat pelayvanan pada BWP Ngantru terdini dan pusat BWP,
pusat 3BWP, dan pusat blok;

b, Pusat BWP Ngantru berada pada Pasar Ngantru sebagai pusat
kegiatan;

. Pusat sub BWP Ngantru terdin dari :
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Pusat SBWP A berada di Desa Ngantru dengan arahan fungs
perdagangan dan jasa. perkantoran, pertanian, dan permukiman;
Pusat SBWP B berada Desa Pojok dengan fungsi pelavanan
primer sehagai perdagangan dan jasa,
pertanian;

Pusat 53BWP C berada di Desa Srikaton dengan fungsi primer
perdagangan dan jasa, permukiman, dan pertanian,

permukiman, dan

Pusat blok pada BWP Ngantru zerdiri dari:

1.

10.

11,

12.

13.

T4

Pusat Blok A-1 berada pada ruang kegiatan ruas jalan Ngantru-
batas Kota Tulungagung, dengan fungsi primer perdagangan dan
jasa, permukiman, dat pertanian |

Pusat Blok A-2 berada pada ruang kegiatan ruas jelan Ngantru-
batas Kota Tulungagung, dengan fungsi primer perdagangan dan

jasa, permukiman, dan pertanian;
Pusat Blok B-1 berada pada ruang
jasa, permukiman dan pertanian;
Pusat Blok B-2 berada pada ruang
jasa, permukiman dan pertanian;
Pusat Blok B-3 berada pada ruang
Jasa, permukiman dan pertanian;
Pusat Blok B-4 berada pads ruang
jasa, permukiman dan pertanian,
Pusat Blok B-5 berada pada ruang
pertanian;

. Pusat Blok B-6 berada pada ruang

jasa, permukiman dan pertanian;
Pusal Blok C-1 berada pada ruang
pertanian;

Pusat Blok C-2 berada pada ruang
pertanian:

Pusat Blok C-3 berada pada ruang
jasa, permukiman dan perfanian;
Pusat Blok C-4 berada pada ruang
Jasa dan permukiman;

Pusat Blok C-5 berada pada ruang
pertanian;

Pusat Blok C-6 berada pada ruang
jasa, permukiman dan pertanian

kegiatan

kegatan

kegiatan

kegiatan

Kegiatan

kegialan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

kegiatan

perdagangan
perdagangan
nerdagangan
perdagangan
permukiman
perdagangan
permukiman
permukiman
perdagangan
perdagangan
permukiman

perdagangan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dar

dan

dan
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{3] Arahan pengembangan BWP Ngantru melput

.

Mempertahankan sawah yvang terdapat di Desa Padangan dan
sebagian Desa Negantru serta pengendahan terhadap alih Tungsi
lahan pertanian,

Pengembangan industri vang telah ada baik industri kecil maupun
aneka industri dengan menambah sarana prasarana penunjang
indusin lerutama di Desa Pojol;

Pengembangan perdagangan dan jasa mendekati akses utama vang
meliput sepanjang ruas jalan Mgantru-batas Kota Tulungagung dan
ruas jalan Ngantru-batas Kabupaten Blitar;

Mempertahankan perumahan vang ada serta pengembangan
perumahan baru di Desa Pulerejo dan Desa Padangan;
Pengembangan ruang terbuka hijau di setiap desa.

Paragraf 3
Pembagian SBWP dan Blok

Pasal 36

Pembagian SBWP dan Blok di BWF Nganiru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi :

SBWF A terdiri dari Desa Bendosari dan Desa Ngantro yvang dibagi
menjadi 2 (dua] Blok yaitu Blok A-1, dan Blok A-2,

SBWF B terdiri dari Desa Kepuhrejo, Desa Pulerejo, dan Desa Pojok,

8.

vang dibagi menjadi enam {6} Blok yaitu Blok B-1. Blok B-2, Blak B-3,

Blok B-4, Blok B-5, dan Blok B.dan

SEWP C terdiri dari Desa Pingpirsari, Desa 3Snkaton, dan Desa
Padangan, vang dibagi menjadi enam (6} Blok yaitu Blok C-1, Blok €-2,
Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6.

Paragraf 4

Rencana Zona Lindung

Pasal 37

Zona lindung yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a. Zona Perlindungan Setempat (PS);
b, Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH}; dan
v. Zona Rawan Bencana (RB).



47

Pasal 38

(1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf a terdin atas subzona sempadan sungai (PS-1), subzona
sempadan rel kereta apl, subzona sempadan SUTM (Saluran Umum
Tegangan Menengah) dan subzona sempadan irigasi, vairu ¢

2]

g.

h.

(aris sempadan sungai bertanggul pada BWP Ngantru vang meliputi
Sungail Brantas ditetapkan paling sedikit berjarak 3 (tiga] meter
dari tepi luar kaki langgul sepanjang alur Sungai Brantas vang
terletak di SBEWP A Blok A-1 dan A-2;

Gars sempadan pada sungss tidak bertanggul pada BWP Ngantru
yang meliputi Sungai Brantas ditetapkan paling sedikit berjarak 15
(hma belas) meter dan tepl kari dan kanan palung sungai sepanjang
alur sungai vang terletak di SBWF C Blok C-3, Blok C-4, dan
Blok C-6;

Subzona sempadan rel kereta api tersebar pada SBWF A Blok A-1,
SBWP B Elok B-1dan Blok B-2;

Subzona sempadan SUTM terletak di SBWP B Blok B-3, B-4, B-5,
B-6, SBWP C Blok C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 dan C-6;dan

Subzona sempadan irigasi ditetapkan minimum sama dengan
ketinggian tanggul saluran irigasi vaitu paling sedikit 1 {satu) meter
dari tepi saluran irigasi yang terletak di SBWP A Blok A-1, A-2,
SEWP B Blok B-2, B-3, B-4, B-5, B-6 dan di SBWD C Blok C-1, C-2
dan C-3.

Pengelolaan zona perlindungan seiempal lerdin alas:

.

il.

Upayva relokasi dan pengaturan secara ketat di kawasan sekitar
sempadan sungal vang ditempat permukiman serta perdagangan
dan jasa;

Perhindungan terhadap sempadan sungai dilakulkan dengan tidak
mengadakan alih  fungs: lindung yang dapat menyebabkan
kerusakan ekosistem sungai;

Sungai vang melintasi kawasan permuleman ataupun kawasan
pusat kota dan perkotaan dilakukan re-orientasi pembangunan
dengan menjadikan sungai sebaga: bagian dari latar depan;
Sempadan sungal yang areanya masih luas dapat digunakan untek
pariwisata melalui penataan kawasan tepian sungai;

Uniuk kawasan sempadan yanyg kondisinya masih bak (tidak ada
pengguna lahan terbangun) tidak diperbolehkan melakukan Kegiatan
yvang mengganggu kelestanan fungsi sungal disepanjang sungail
tersebut; dan

Untuk kawasan sempadan yang telah digunakan sebagai lahan
Lerbangun perlu dibatast pengembangannya.
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Pasal 39

Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa
Subzona RTH melipuni pekarangan, taman, makam, jalur hijau, dan
fungsi tertentu.

2] Subzona RTH pekarangan berupa pekarangan rumah tersebar di

(3]

(4]

(9)

(6]

{1)

seluruh BWFP Nganiru, pekarangan perdagangan dan jasa di setiap sub
BWP, pckarangan perkantoran, dan pekarangan industrn.

SubZona RTH berupa taman terfetak di SBWFP A Blok A-2, 3BWP B
Blok B-3.

Sub Zona BTH berupa makam terletak di SBWF A Blok A-1, Blok A-2,
pada SBWP B Blok B-2, Blck B-3, Blok B-4, Blok B-5, pada SBWP C
Blok C-1, Blok C-3, Blok C-6.,

Sub Zona ETH berupa jalur hijau tersebar di ruas jalan Ngantru - Batas
Kota Tulungagung, ruas jalan HNgantru-Batas Kabupaten Blitar dan
disepanjang jalur jalan diseluruh BWP Ngantru yang memungkinkan
untuk dikembangkan jalur hijau jalan;

Sub Zona RTH fungsi tertentu berupa wilavah sempadan Sungai Brantas
vang terletak Jdi SEWP A Blok A-1, Blok A-2, S8BWP C-3 Blok C-3,
Blok C-4.

Pasal 40

Zona rawan bencana schagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c

berupa  sub zona  rawan banjir, yang terletak  di osepanjang

Sungal Brantas pada SBWP A Blok A-1, Blok A-2, SBWP C Blok C-3

dan Blok C-4.

Arahan dalam pengendalian rawan banjir mehputi:

a. Pelestaran dan pengelolaan Daerah Abran Sungail secara lintas
wilayah,

b, Memperkuat dan mempertahankan tangeul Sungai Brantas schagai
batas sempadan sungai;

¢. Pembuatan tangpul pada kawasan Daerah Aliran Sungal dengan
prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;

d. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;
seTta

g. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan
drainase dengan wilayah lain.
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Paragraf 5
Zona Budidaya

Pasal 41

Zona budidava yvang dimaksud dalam Pasal 34 avat (1) huruf d meliputi

WoE o 8o R

zona perumahan;

zona perdagangan dan jasa;
Zona perkantoran;

ZONA SArana pelavanan umum;
zona industri;

zona peruntukan lainnya; dan

zona peruntukan khusus,

Pasal 42

(1] fona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a

meliputl  subzona perumaban  dengan  kepadatan tinggi, subzona

perumahan dengan kepadatan sedang dan subzona perumahan dengan
kepadatan rendah, yaitu :
a. Subzona peramahan denhgan kepadatan tinggl terietak di SBWP A

Blok A-2 dan SBWP C Blok C-3;

Subzona perumahan dengan kepadatan sedang terletak di SBWEP A
Blok A-1, Blok A-2, pada SBEWP B Blok-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok
B-4, Blok B-6, pada SBWP C Blok C-1, Blek C-3, Blok C-4, Blok C-5
dan Blok C-6;

Subzona perumahan dengan kepadatan rendah terletak di SBWP A
Blok A-1, Blok A-2, pada SEWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok
B-4, Blok B-5, Blok B-6, pada 3BWP C Blok C-1, Bluk C-2, Blok C-3,
Blok C-4, Blok C-5 dan Elok C-6.

(2] Penanganan/pengelolaan zona perumahan dilakukan dengan cara:

.

Secarda umum zona perumahan harus dapat menjadi tempat huntan
yvang aman, nyvaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan
pragarana permmukiman;

Setiap zona perumahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana
perumahan sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing masing,
Sarana dan prasarana di hngkungan perumahan dikembangkan

secara proporsional sesuai kebutuhan, hirarki dan tingkat pelayanan



50

masing-masing, vang direkomendasikan secara teknis berdasarkan
aturan/ketentuan vang berlaku;

d. Pengembangan kegiatan yvang dapat menimbulkan bahaya terhadap
manusia dan lingkungan perumahan tidak diperkenankan
pengembangannya pada kawasan peruntukan perumahan;

e. Perumahan sehagai hunian berbasis agrarias, dikembangkan dengan
memanfaatian lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang
produktif sebagai basis kegiatan usaha; dan

. Membentuk  clusiercluster perumahan untuk  menghindari
penumpukan dan penyatuan antar zona perumahan, dan diantara
cluster perumahan disediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 43

Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf b tersebar di SBWF A, SBEWP B, dan SBWP C, meliputi

H.

(1]

(H

Subzona perdagangan dan jasa bentuk tunggal terletak di SBWP A Blok
A-1, Blok A-2, pada SBWFP B Blok B-1, Blok B-2. Blok B-3, Blok B-4,
Biok B-6, pada 8BWF C Blok C-1, Blok C-3, Blok C-4 dan Blok C-6;
Subzona perdagangan dan jasa benluk deret terletak di SBWP A Blok
A-1, Blok A-2, pada SBWP B Blok B-3 dan pada SEWP C Blok C-4;
Pengembangan sektor informal/PKL (Pedagang Kaki Lima) diarahkan
pada kawasan sekitar Pasar Ngantru dan/atau Pasar Pojok.

Pasal 44

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf ¢ terdiri
atas kantor pemerintah dan kantor swasta yvang berpola menyebar dan
mengikuti jaringan jalan BWP Ngantru,

Kantor pemerintah terdapat di SBWP A Blok A-1, Blok A-2, pada
SBWPE B Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, pada SBWP C Blok C-3 dan
Blok C-4;

Kantor swasta terletak di jaringan jalan kolektar primer,
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(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
huruf d terdir: atas ;
a. Zonma pendidikan yang berupa TK, 3D, SLTP, Perguruan Tinggl serta
pendidikan non formal berupa pondok pesantren terdapat di SBWFP A
Blok A-1, Blok A-2, pada SBWFP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blck
B-4. Blok B-6, pada SBWP C Blok C-1, Blok C-3. Blok C-4, Blok C-5
dan Blok C-6;
L. Zona transportasi berupa rencana pengembangan halte vang terlecak
pada SBWP A Blok A-1 dan SEWP B Blok B-3;
¢. Zona kesehatan vang berupa puskesmas, puskesmas pembantu,
BEIA/rumah sakit bersaling, polindes, dan posyandu, terdapat pada
SBWEP A Blok A-1 dan pada SBWP C Blok C-3;
d. Zona olahraga berupa kegiatan lapangan/gedung olah raga terdapat
pada SEWP A Blok A-1 dan SBWP C Blak C-3;
e. Zona peribadatan terletak pada SBWP A Blok A-1, pada SBWP B
Bick B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-6, pada SBWP C Blok
C-1, Blek C-2, Blok C-3, Blok C-4 dan Blok C-6:
{2] Fasilitas vang ada saat ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan,
sedangkan penambahan baru harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pazal 46

Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdir

atas |

a. Subzona ndustn kectl vang terletak di SBEWFP A Blok A-3;

b, Subzona aneka industri terdapat pada SBWP A Blok A-1, Blok A-2, pada
SBWI* B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6,
pada SBWP C Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5 dan Blok C-6.

Pasal 47

Zona Peruntuken lainnya scbagsimens dimaksud dalam Pasal 41
huruf  berupa subzona pertanian vang terdapat pada SBWP A Blok A-1,
Blok A-2, pada SEWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-5,
Blok B-b, pada SBWP C blok C-1, BElok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5
dan Blok C-6.
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Pasal 48

(1) Zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Fasal 41
huruf g berupa subzona pertahanan dan keamanan [KH-1).
[2) Sulkeona pertabhanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) berupa Kantor Komando Ravon Militer (Koramil) dan Kantar
Polisi Sektor (Polsek) yang berada pada SBWP A Blok A-1.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Prasarana

Paragrafl 1

Utnum

Paszal 49

(1] Rencana janngan prasarana BWP Nganftry sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (5] huruf c, meliputi :
a. Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan;
b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan:
¢. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;
e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase;
f. Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah;
g. HMencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lammya;
(2] Fencana jaringan prasarana digambarkan dalam pera dengan tingkat
ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [1 B vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ind,

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 50

(1} Rencana pengembangan jatingan pergerakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 avat (1) huruf a meliputi ;
a. Sistem jaringan jalan;
b. Jarmgan pelayanan angkutan unnam;
c. Pengembangan sistern perparkiran; dan
d.

Sistem jaringan pedestrian



(2} Sistemn jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) huml a
terdiri atas :
a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer meliputs:

L

Kolektor primer 1 sebagai jalan nasional, ruas jalan tersebut
antara lain :

a) Ruas jalan Batas Kabupaten Kediri - Ngantru

b] EHuas jalan Ngantru - Batas Kota Tulungagung

c] Jalan Jayeng Kusuma

Jaringan jalan lkolektor primer 3 sebagai jalan provinsi adalah
ruas jalan Ngantru - Batas Kabupaten Blitar;

Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi ruas jalan rava
Srikaton-batas Kabupaten Blitar

b. Pengembangan jaringan jalan lokal berupa jaringan jalan lokal

sekunder meliputi pengembangan seluruh jalan lokal yang ada di
BWP Ngantru meliputi;

1.

Jalan Desa Ngantru menuju ruas jalan Batas Kabupaien Kedin -
Mgantru vang terdapat pada SBWP A Blok A-1;

. Jalan Desa Bendosari menuju ruas jalan Ngantru - Batas Kota

Tulungagung vang terdapat pada SBWFP A Blok A-2;

. Jalan Desa Pinggirsar menuju jalan Desa Padangan vang

terdapat pada SBWP C Blok C-2;

Jalan Desa Padangan menwiu Desa Pulorejo, dan Desa Padangan
(Blok C4, C5 dan C6) pada SBWF C Blok C-1, jalan Desa
Padangan menuju jalan Desa Srikaton pada Blok C-4, jalan Desa
Padangan menuju jalan Desa Srikaton pada Blok C-5 dan jalan
Desa Padangan menuju jalan Desa Srikaton pada Blok C-6;
Jalan Desa Srikaton menuju ruas jalan Havae Snkaton - Batas
Kabupaten Blitar pada SBWP C Blok C-4, jalan Desa Srikaton
mentiju Desa Pucung Lor pada Blok C-b;

Jalan Desa Pulerejo menuju ruas jalan Batas Kabupaten Kedin -
Ngantru pada SBWFP A Blok A-2, jalan Desa Pulerejo menuju
jalan Desa Pojok pada SBWP B Blok B-5, Jalan Desa Pulerejo
menuju ruas jalan Ngantru - Batas Koia Tulungagung dan jalan
Desa Padangan pada Blok B-6, jalan Desa Pulercjo menuju jalan
Desa Padangan pada SBWF C Blok C-1;

Jalan Desa Pojok menuju ruas jalan Ngantru-batas Kota
Tulungagung pada SEWP B Blok B-1, jalan Desa Pojok menuju
ruas jalan Ngantru - Batas Kota Tulungagung pada Blok B-3,
Jalan Desa Pojok menyju ruas jalan Ngantru-batas kota
Tulungagung pada Blok B-4, jalan Desa Pojok menuju jalan Desa



54

Kepuhrejo pada Blok B-5 dan jalan Desa Pojok menuju Jalan
Desa Pulerejo Blok B-6; dan

Jalan Desa Kepuhrejo menuju ruas jalan MNgantru-batas Kota
Tulungagung pada SBWFP B Blok B-2 dan jalan Desa Ngantru
menuju ruas jalan Ngantru - Batas Kota Tulungagung dan Jalan
Desa Pojok Blok B-4.

c. Pengembangan jaringan jalan ingkungan sekunder meliputi :

L

Jalan Lingkungan Desa Ngantru menuju jalan Desa Ngantru dan
ras jalan Ngantru-batas Kota Tulungagung pada SBWP A
Blok A-1;

Jalan Lingkungan Dess Bendosari menuju ruas jalan Ngantru-
Batas Kota Tulungagung dan ruas jalan Raya Srikaton - Batas
Kabupaten Blitar pada SBWP A Blok A-2;

Jalan Lingkungan Desa Pinggirsari menuju jalan lingkungan
Desa Pinggirsari (Blok C-2) pada SBEWP C Blek C-1. jalan
lingkungan Desa Pinggirsar menuju jalan Desa Pinggirsari dan
jalan lingkungan Desa Bendosan (Blok C) pada Blok C-2 dan
jalan lingkungan Desa Pinggirsari menuju ruas jalan rava
Srikaton-batas Kabupaten Blitar pada Blok C-3;

. Jalan linglkungan Desa Padangan menuju jalan Desa Padangan

pada SBWP C Blok C-1, jalan lingkungan Desa Padangan menuju
jalan Desa Padangan dan jalan lingkungan Desa Srikaton pada
Blok C-4, jalan lingkungan Desa Padangan menuju jalan Desa
Pacdangan pada Blok C-5 dan jalan lingkungan Desa Padangan
menuju jalan ingkungan Desa Srikaton pada Blok C-6;

Jalan lingkungan Desa Srmkaton menuju jalan Desa Srikaton
pada SBWP C Blok C-3, jalan lingkungan Desa Srikaton menuju
jalan Tresa Padangan dan ruas jalan rayva Srikaton -batas
Kabupaten Blitar pada Blok C-4, jalan hingkungan Desa Srikaton
menuju jalan Desa Padangan pada Blok C-5 dan jalan
lingkungan Desa Srikaton menuju ruas jalan raya Snkaton-batas
Kabupaten Blitar dan jalan Desa Srikaton pada Blok C-6;

jalan lingkungan Desa Pulersjo menuju jalan hngkungan Desa
kepuhrejo pada SBWP B Blok B-4, jalan linglungan Desa
Pulersjo menyju  Jalan Desa Pojok pada Blok B-5, jalan
lingkungan Desa Pulerejo menuju ruas jalan Ngantru-batas Kota
Tulungagung dan jalan Desa Pulercjo pada Blok B-6, jalan
lingkungan Desa Pulerejo menuju jalan Desa Padangan pada
SEBWP C Blok C-1:
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7. Jalan lingkungan Desa Pojok menuju ruas jalan Ngantru-batas
Kota Tulungagung, jalan Desa Pojok dan jalan lingkungan Desa
Kepuhrejo pada SBWF B Blok B-1, jalan hngkungan Desa Pojok
menuju ruas jalan Npantru-batas Kota Tulungagung dan jalan
esa Pojok pada Blok B-3, jalan lingkungan Desa Pojok menuju
ruas jalan Ngantru-batas Kota Tulungagung, jalan Desa Pojok
dan jalan Desa Kepuhrejo pada Blok B-4, Jalan Lingkungan Desa
Pojok menuju jalan Desa Pojok pada Blok B-5 dan jalan
lingkungan Desa Pojolk menuju jalan Desa Pojok pada Blok B-6;
dan

8. Jalan lingkungan Desa Kepuhrejo menuju jalan lingkungan
Desa Pojok pada SBWP B Blok B-1, jalan lingkungan Desa
Kepuhreio menuju ruas jalan Ngantru-batas Kota Tulungagung
dan jalan lingkungan Desa Pojok pada Blok B-2 dan jalan
lingkungan Desa Kepubrejo menuju jalan lokal sekunder Desa
Kepuhrejo pada Blok B-4.

(3] Jaringan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam
avat {1) huruf b melipuati :

(4]

Pengembangan rute angkutan umum pada jaringan jalan kolektor
primer;

Pengembangan rest area pada SBWP A Blok A-1;

Mengoptimalkan angkutan umum vang telah ada;

Peningkatan keamanan, kenyamanan dengan perbaikan kualitas
angkutan;dan

Pembangunan dan pengembangan halte sebaga tempat penurunan
dan menaikkan penumpang pada pusat perdagangan dan jasa atau
di kawasan pendidikan vang terletak di SBWF A Blok A-1, Blok A-2
dan SBWP C Blok C-5.

Pengembangan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf ¢, meliputi :

.

.

Parkir dengan sistemn didalam ruang milik jalan jon sireet] sebagian
besar terdapat di kawasan perdagangan dan jasa pada jaringan jalan
kolektor primer dengan pola parkir sejajar;

Fasilitas parkir didalam rouang milik jalan  hanyva dapat
diselenggarakan di tempat tertentu dan bersifat sementara pada
jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan
dengan rambu lalu lintas dan/arau marka jalan;

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya diperuntukan
untuk sepeda dan kendaraan bermotor;



(5]

d. Pasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi
persyaratan:
l. Paling sedikit memiliki 2 [dua} lajur perarah untuk jalan
kabupaten [ kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
2. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
4. Keleslarian fungsi lingkungan hidup; dan
2. Tidak memanfaatlkan fasilitas pejalan kaki
©. Memaksimalkan parkir off streeil (diluar ruang milik jalan) dengan
penataan garis sempadan dan fungsi kegiatan kawasan,
Pengembangan sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf d mehput :
a. Scpanjang jalan kolektor vang melewati BWP Ngantru;
b. Pada pusat kegiatan seperti perdagangan jasa, perkantoran,
pendidikan dan kesehatan;,
¢. Pengembangan jalur pejalan kaki pada subzona perumahan di
soemua SBWPdan
d. HKencana pembangunan trotoar yvang terintegrasi dengan perabot
jalan lainnya misalnya rambu-rambu lalu lintas, tempat sampah,
lampu penerangan, pot bunga, halte, zebra cross dan lain-lain.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 51

Pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 avat (1) huruf b meliputi :

.

Merapikan jaringan kabel udara disepanjang tepi jalan, untuk tahap
selanjutnyva diarahkan pada penggunaan kabel bawah tanah pada jalur-
jalur tertentu yang memungkinkan untuk dilakukan pengembangan
tersehut;

Jaringan SUTM dan SUTR vang telah ada di BWP Ngantru tetap
dipertahankan; dan

Penambahan jaringan listrik tlerutama untuk melayani kawasan
terbangun baru pada SBWP C Blok C- 1 dan Blok C-5 di BWF Ngantru.
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Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 52

Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 avart (1) huraf ¢ meliputi -

a.

Pengembangan jaringan telckomunikasi dengan menggunakan sistem
jaringan bawah tanah, yang dapat digabung dengan jaringan lain
seperti janngan hstrik, jaringan pipa gas dan lain sebagainya pada
jalur - jalur tertentu yang memungkinkan untuk dilakukan
pengembangan tersebut;

Pengembangan  pelayanan  jarnngan  telekomunikasi pada  kawasan
permukiman bary yang terletalk di SBWP C Blok C-1 dan Blok C-5;
Pengembangan jaringan fiber optik dilakulkan diseluruh SBWP dan
blok di BWF Ngantru untuk memperluas jaringan dan pemerataan
pelavanan;dan

Pengembangan jaringan telckomunikasi telepon nirkabel dilalukan
melalui  penetapan menara telekomunikasi/menara Base Transfer
Station [(BTS) vang dimanfaatkan sccara bersama  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 53

Pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf d meliputi :

a.

Prioritas peningkatan jaringan air minum dengan pengembangan
jaringan perpipaan meliputi seluruh jaringan air bersih yang ada di BWFP
Ngantr,

Pengembangan sumber air PDAM siap minum di EWP Ngantru,
Pengembangan jaringan baru pada kawasan permukiman bara vang
terletak di SBWI C blok C-1 dan blok C-5,

Upaya pelestarian sumber air; dan

Mengurangi kehilangan air, vakni dengan cara pemeliharaan jaringan
pipa transmisi dan distribusi.
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Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 54

Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
avat (1) huruf ¢ meliput :

a.

Perbaikan jaringan drainase vang terputus, kKhususnya pada jalan lokal
maupun jalan lingkungan serta normalisasi jaringan yang telah ada
secara berkala;

Peningkatan saluran drainase pada jaringan jalan kelektor primer dari
drainase terbuks menjadi drainase tertutup untuk mengurang resiko
limbah non canr ada di saluran tersebut;

Pembatasan pengembangan pengpunaan lahan pada daerah — daerah
vang difungsikan sebagai daerah resapan untuk mengurangl resiko
terjadinya banjir/genangan;

Peningkatan kesadaran masyvarakat untuk tidak membuang limbah non
cair di saluran air vang dapat mempengaruhi kapasitas saluran;
Pembangunan saluran drainase pada kawasan permukiman baru di
SBWP C blok C-1, blok C-5;

Pengembangan  jaringan drainase disepanjang rtuas  Jalan batas
Kabupaten Kediri - Ngantru dan ruas jalan Ngantru - Batas Kabupaten
Blitar; dan

Pembuatan lubang biopori dan sumur resapan untuk perumahan baru
vang akan dikembanghkan.

Paragrafl 7
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pazal 55

Pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayvat (1) huruf f meliputi ;

.
h.

Peningkatan jaringan pengelolaan air imbah di seluruh BWP Ngantru:
Pengembangan jaringan air limbah wvang terpisah dengan saluran
drainase di seluruh BWP Ngantru;

Mengendalikan pembuangan limbah ke saluran terbuka dan yang
langsung ke sungai di seluruh BWF Ngantru; dan
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d. Mewajibkan pembuatan instalasi pengolahan air limbah setempat untuk
kegiatan industri, rumah salgt, hotel dan restoran sebelum dibuang ke
badan sungai pada lokasi rumah sakit, industri, hotel dan restoran,

Paragraf 8
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Paszal 56

(1] Pengembangan jarngan prasarana lannyva sebagaimana domaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g meliputi ;
a. Rencana pengembangan jaringan persampahan;
b. Bencana pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
¢. Rencana pengembangan jaringan irigasi
(2] RHencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf a meliputi:
a. Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara [TPS] terpadu di
SEWP A
b. Peningkatan manajemen system pengangkutan sampah;
c. Peningkatan & perbaikan prasarana persampahan
d. Pengembangan persampahan di BWP Ngantru dengan rencana
pengelolaannya menggunakan prinsip 3R [Reduce, Reuse, Hecycle);
dan
e. Pengelolaan sampah organik untuk kompos dan biogas.
[3) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana schagaimana dimalesud
pada avat (1) huruf b meliputi :
da. Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan
Bartas Kabupaten Kediri - Ngantru pada SBWP A Blok A-1 dan ruas
jalan Ngantru - Batas Kabupaten Blitar pada SBWP A Blok A-2
menuju tempat evakuasi sementara;
h. Penvediaan rambu-rambu evalkuasi bencana; dan
c. Pengembangan temnmpat evakuasi sementara dengan memanfaatkan
fasilitas umum vang meliputi Kantor Kecamatan Ngantru, fasilitas
peribadatan dan lapangan clahraga.
(5} Rencana pengembangan jaringan irigasi sehagaimana dimaksud pada
avat (1) haruf ¢, meliputi
a. Mempertahankan jaringan irigasi vang ada di semua SBWP;dan
b. Melindungi saluran irigasi dari lahan terbangun dengan penetapan
sempadan ingasi minimal 1 (satu) meter dikanan dan kin saluran,



Bl

Bagian Keempat
Penetapan SBWP Prioritas

Pasal 57

(1) SBWP vang diprioritaskan penanganannya scbagaimana dimalsud
dalam Pasal 4 ayat (3} huruf 4, terdapar di 3BWP A tepatnya Desa
Bendosari dan Desa Ngantru vang dibagi menjadi 2 (dua) blok vaitu
Blok A-1, dan Blolk A-2.

(2]

[3}

(1]

Pengembangan fungsi SBWP yang diprioritaskan penanganannyva
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] meliputa

a.

Pengembangan  kawasan  dan  fasilitas  pendukung  kegiatan
perdagangan dan jasa skala regional;

Penataan Lkawasan sckitarnya terutama kawasan permukiman
pendudule akibat adanyva fungsi perdagangan dan jasa  skala
regional;

Pengembangan  jaringan  pergerakan  untuk  meningkatkan
aksesibilitas kawasan BWP  Ngantru pada jalan  vang
menghubungkan pusat perdagangan dan jasa sebagai hinterland
dengan lokasi industri serta kegiatan-kegiatan lainnya; dan
Pengembangan jaringan pergerakan mikro untuk kawasan
perdagangan dan jasa, perkantoran dan sekitamyva dengan
mengembangkan ruang parkir dan ruang bagl pejalan kakl yvang
mudah dan nyaman berupa jalur pedestrian dikembangkan
disepanjang koridor vang menghubungkan tempat parkir. fasilitas
utama, kawasan permukiman dan fasilitas pendukung lainaya.,

Peta SHWI* vang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud

pada avat (1). tercantum dalam Lampiran 1l B yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 58

Ketentuan pemanfaatan ruang BWP RKarangrejo dan BWP Ngantru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (3) huruf e, merupakan
acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan

prasarana sesual dengan RDTR BWP Karangrejo dan BWFP Ngantru.
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(3

(4]

(=)

(6]

1)

al

ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

terdiri atas:

4. Program pemanfaatan ruang di BWF;

b. Lokasi;

¢. Besaran;

d. Sumber pendanaan;

e. Instansi pelaksana; dan

. Waktu dan tahapan pelaksanaan,

Program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf a meliputi -

a. Program perwujudan rencana pola ruang di BWP Karangrejo dan
BWP Ngantru;

b Program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP Karangrejo
dan BWP Nganiru; dan

c. Program perwujudan penetapan SBWP  yang  diprioritaskan
penanganannya pada BWP Karangrejo dan BWP Npgantru,

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

huruf b terdapat di blok dalam SBWP.

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf ¢ berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud avat {2) huruf d terdiri atas:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBLDY; dan

b. Sumber lain yang sah  sesual  dengan  Ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf e terdiri

Atas;

8. Pemerintah;

b. Pemerintah provinsi;

. Pemenntah kabupaten; dan

d. Masvarakat.

Waltu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf { terdiri

atas 4 (empat] tahapan, sebagal dassr bagl instansi pelaksana dalam

menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan i BWP

Karangrejo dan BWP Ngantru, vang meliputi:

a. Tahap pertama pada periode tahun 2016 - 2021:

b. Tahap kedua pada periode tahun 2021 - 2026

¢. Tahap ketiga pada periode tahun 2026 - 2031; dan

d. Tahap keempat pada penode tahun 2031 - 2036,



4] Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada avat (2]

disusun

berdasarkan  indikasi program utama 5 (lima) tahunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V A dan [V B vang merupakan
bagian tidak terpisabkan dan Peraturan Daerah in.

Pa=zal 59

(1) Program perwujudan rencana pola ruang di BWF  Karangrejo
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3] huruf a terdin atas :

a. Perwuyjudan rencana pola ruang kawasan lindung mehpuli:

1.

Perwujudan zona perlindungan setempat meliputi -

aj

by

e

d

£}

Perlindungan dan pengendalian sempadan sungai pada
sejuruh kawssan vang dilalui sungai;

Pembangunan pengaman (plengsengan] pada badan sunga
vang rawan longsor pada SBWFE | Blok [-A, SBWP T Blok [-B,
SBWP Il Blok II-A, SEWP Il Blok [I-B dan SBWP I
Blok 111-1;

Pemanfaatan sempadan sungai sebagal ruang terbuka hijau
pada seluruh kawasan vang dilalui sungaa;

Pembangunan jalan ingpeksi pada SBWP | Blok [-A, SBWP |
Blok 1-B, SEWP [l Blok lII-A, SBWP Il Blok III-B dan SBWP
11 Blok II-F; dan

Penanganan limbah indusiri pada SBWP 11 Blok LH-B.

Perwujudan zona cagar budaya mehput:

aj
B

c)

i)

Pembangunan rambu penanda kawasan cagar budaya;
Rehahbilitasi kawasan makam Astono Gedong pada SBWP [
Blok [-A;

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan
wisala budava; dan

Melakukan register kawasan cagar budayva.

Perwujudan zona ruang terbuka hijau meliputi:

al

b
e}

Pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH
BWP Karangrejo;

Pengembangan RTH pekarangan di BWP Karangrejo;
Pengembangan RTH taman di SBWP | blok [-A, S3BWP 11 blek
1i-A, SBWP Il blok [I-B, SBWF 1I blok 11-C, SBWP [T blok I111-A
dan SBWP Ul blok 11-E;



d]

e}

fi3

Pengembangan jalur hijau pada jalan kolektor primer 4
{empat| di SBWP [ semua blok, SBWF 11 semua blok, SBWF 111
semua blok: dan

Pengembangan RTH fungsi tertentu berupa pemakaman di
SRWP I blok I-B, SEWP [l Blok I1-A, SBWF II blok [I-C dan
SBWF I blok ITI-B.

Perwujudan zona rawan bencana meliputi:

a)

]
c]
)

Pembangunan tanggul sungai di SBWF [l Blok [I-E dan
SBWP Il Blok I F;

Rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase pada SBWP [II;
Penvediaan sumur resapan pada kawasan permukiman; dan
Pengembangan mitigasi bencana serta jalur evakuas bencana
pada SBWP III.

b. Perwujudan rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi:

1

Perwujudan zona perumahan meliput;

)
by

cl

d

Fengembangan permukiman baru pada semua SBWF;
Penigembangan perumahan pada kawasan perumahan
kampung secara infiltrasi pada semua SBWP,

Pengendalian intensitas bangunan guna mengantisipasi
tingginya kepadatan bangunan pada SBWP II; dan

Sosialisasi RTH privat pada kawasan permukiman di semua
SBWP.

Perwujudan zona perdagangan dan jasa meliputi:

al
b
c)
d]

Pembangunan pasar lingkungan pada SBWP | Blok 1-A;
Pengembangan Pasar Karangrejo pada SBWP [I Blok [I-B;
Pengembangan Pasar Bungur pada SBWF Il Blok III-F; dan
Pengembangan zona perdagangan dan jasa dengan pola linear
sepanjang jalan kolektor primer 4 [empat).

Perwujudan  zona  perkantoran  berupa  pengembangan
perkantoran pemerintahan pada SBWF I, SBWP Il dan SBWF 111,

Perwujudan zona sarana pelayanan umum meliputi

)

b

c)

d)

Pengembangan sarana pendidikan baru sesual kebutuhan
dan skala pelayanannyva pada SBWP 1, SBWP Il dan SBWP III;
Pengembangan sarana keschatan sesual kebutuban dan
skala pelayananmya pada SBWP |, SBWP [l dan SBWF II;
Pengembangan lapangan olahraga pada SBWP Il dan SBWP
1T, dan

Pemhangunan sarana peribadatan sesuai kebutuhan dan
skala pelayanannva pada SBWP 1, SBWP [l dan SBWP 1L



3. Perwujudan zona industri meliputi:
a] Pengembangan RTH sebagai buffer kegiatan industri; dan
b Pengembangan pengolahan limbah komunal unmk industri
pada SBWP 11l Blok I11-B,

5. Perwujudan zonz peruntukan laimmya berupa kegiatan peritanian
lahan basah mencakup kegiatan identifikasi dan sosialisasi
kawasan irigasi teknis yang dipertahankan; dan

7. Perwujudan zona peruntukan  khusus  berupa subeona
pertahanan dan keamanan mencakup kegiatan delincasi
kawasan sekitar subzona pertahanan dan keamanan,

2] Program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP Karangrejo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3] huruf b terdiri atas:
a. Perwujudan jaringan pergerakan terdiri atas:
1. Sistem jaringan jalan mehputi;
a] Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 4 (empat]
meliputi;
1) ruas jalan Cuwiri-Karangrejo di SBWP 111 semua blok dan
SBWP Il semua blok
2} ruas jalan Ngujang — Karangrejo di SBWP Il blok [I-B: dan
3] ruas jalan Karangrejo — Catut di SBWP Il blok lI-C dan
SBWP | semua hlok.
bl Pengembangan jaringan jalan lokal primer meliputi ruas jalan
Karangrejo-Sendang pada SBWP 1L, dan
cl Pengembangan jaringan jalan lingkungan meliputi semua
jaringan jalan yang berada dalam kawasan pemukiman.

2. Bistem jaringan pedestrian meliputi:

a] pengembangan jalur pedestrian zona perdagangan dan jasa
pada jaringan jalan kalekior primer 4 (empal) pada SBWP [,
SBWTP Il dan SBWI 111;

bl pengembanpgan jalur pedestrian zona perumahan di SBWP I,
SBWP I dan SBWP 11

¢] pengembangan jalur pedestrian pada zona pelavanan umum
pada SBWP 1I; dan

di Penyediaan sarana dan prasarana seperti tempat sampah,
penerangan, bangku dan tanaman peneduh pada jalur
pedesteian.

4. Jarngan pelayanan angkutan umum meliputi:

#) Penvusunan kajian kebutuhan trayek angkutan umum dan
sittkronisas halte;
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b] Pengembangaen jalur moda transportasi angkutan barang
BWF Karangrejo melalui jalan kolektor primer 4 (empat) pada
SBWP I, SBWP Il dan SBWF II1; dan

c) Pengembangan Terminal Tipe C pada SBWF 11,

Penvediaan sarana penunjang meliputi:

a) Penyediaan jalur penyeberangan (zebra cross) di SBWP II;

b) Pengembangan fasilitas penitipan motor dan sepeda vang
sudah ada di kawasan pasar Karangrejo pada SBWP I,

¢) Penvediaan fasilitas parkir kendaraan roda 4 (empat] di
kawasan Pasar Karangrejo pada SBWP II;

d) Penvediaan lahan parkir untuk fasilitas - fasilizas pelayvanan
umum pada SBWP IT,

€] Penvediaan penerangan jalan di sepanjang jalan kolektor
primer 4 [empat); dan

f] Pengembangan sistem perparkiran meliputi parkir on street
dengan pola parkir sejajar dan memaksimalkan parkir off
sireet dengan penatan garis sempadan dan penataan fungsi
kegiatan pada jalan kolektor primer 4 (empat),

Perwijudan jaringan energlf kelistrikan meliputi:

1

2

Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) pada

jalan kolektor primer 4 (empat) di SBWP [, SBWP 11 dan SBEWP III;

dan

Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTE) pada
ruas jalan lokal primer dan lingkungan.

Pervujudan jaringan telekomunikasi meliputi:

.

Pengembangan jaringan fiber optik dilakukan diseluruh SBEWF
dan blok di BWP Karangrejo:dan

Sogialisasi penetapan lokasi menatra telekomunikasi bersama
sesuai ketentuan peraturan perundangan vang berlaku.

Perwigudan janngan air minum meliput;

S I R

Identifikasi sumber-sumber air di sekitar BWP Karangrejo;

Kajian pengembangan SPAM Kecamatan Karangrejo;

Penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan dalam
memenihi kebutuhan akan air minum; dan

Penvediaan  sistem  perpipaan untuk melavani  sambungan
saluran distribusi air minum ke setiap banpunan domestik
maupun non domestik pada pusat-pusat permukiman dengan
memanlaatkan air permukaan.

Perwujudan jaringan drainase meliputi:



fafs

1. Pengembangan drainase tertutup sepanjang jalan kolektor primer
4 (empat) pada SBWF |, SBWP 11 dan SBWP I111; dan
2. Pengembangan drainase terbuka dan tertutup sepanjang ruas
jalan Karangrejo-Sendang pada SBWP 1L
3. Pengembangan jaringan drainasc tersier berupa pengembangan
drainase terbuka dan tertutup sepangang jalan lingkungan,
f.  Perwujudan jaringsn air limbah meliputi:
1. Pengadaan tempat pengelolaan limbah rumah tangga komunal;
2. Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal untuk
zona industri pada SBWP IH; dan
3. Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Grey Warer dan
Black water komunal untuk zona permukiman.
g. Perwujudan jaringan prasarana lainnya terdin atas:
1. Pengembangan jaringan persampahan meliputi
a] penyedigan tempat sampah pada jalur pedesirian sepanjang
jalan kolektor pmmer 4 (empat) pada SBWP I, 3BWP Il dan
SBWP III;
b pengembangan TPS [Tempat Penampungan Sementara) di
Rawasan Pasar Karangrejo di SBWP Il dan Pasar Bungur i
SBWP lII; dan
c) pengelolaan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse,
Reeyels],
2, Pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi rawan bencana
banjir meliputi :
a) Pengembangan jalur evakuasi bencana melalul ruas jalan
Cuwiri-Karangrejo di SBWP 1II1;
b] Penyediaan rambu-rambu evakuasi bencana; dan
¢} Penyediaan tempat evakusasi sementara pada lapangan
olahraga di SEWP III blok IT1-A.
3. Pengembangan jaringan irigasi meliputi :
ap Pernetaan daerah jaringan irigasi; dan
b) Sosialisasi dan menjaga keandalan saluran irigasi.

(3) Program  perwuwjudan penetapan SBWP  vang  diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 avat (3] huruf ¢
terdiri atas :

a. Penataan kawasan secara lehih rinci dengan penvusunan RTBL
koridor kolektor primer 4 (empat);



(1)

b. Pengembangan koridor Perkotaan Karangrejo sebagad  pusat
perdagangan dan jasa, perkantoran, pelavanan pendidikan dan
pelayanan kesehatan pada SBWP T Blok 11-B;

O

Pengembangan jalur pejalan kaki pada SBWP Il Blck II-B;
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada SEWP 11 Blok 11-B:
Penataan sirkulasi lalu lintas pada SEWF Il Blok II-1B3: dan
Pengaturan sistem perparkiran pada SEWP 1l Blok II-B.

Pasal 60

Program perwujudan rencana pola ruang di BWP Neantru sebagaimane
dimaksud dalam Pasal 38 avat (3] huruf a terdini atas:
a. Perwujudan Zona Lindung Pada BWP

1.

Penetapan zona lindung BWP Ngantru dengan program utama
penetapan zona lindung BWP Ngantru meliputi:

a) Zona perlindungan setempat;

b} “ona ruang terbuka hijjau;dan

c| Zona rawan bencana,

Mengoptimalkan  dan mengembalikan ke fungsi  zona

perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi dan ruang

terbuka hijau meliput :

al Zona sempadan sungai bertanggul pada BWP Ngantru
vang meliputi Sungai Brantas ditentukan paling sedikil
berjarak 3 (tiga] meter dari tepi luar kaki tanggul vang
terletak di SBWP A Blok A-1 dan A-2;

bl Zona sempadan pada sungai tidak bertanggul pada BWP
Ngantru vang meliputi Sungai Brantas ditentukan paling
sedikit berjarak 15 {lima belas) meter dari tepl kin dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai yvang terletak di
SBEWP C Blok C-3, Blok C-4, dan Blok C-6;

Mengoptimalkan dan memelihara Ruang Terbuka Hijau untuk

peningkatan kualitas lingkungan meliputi

a) Pengembangan RTH sechingga mencapai 30% dari luas
wilavah, dengan mengembangkan RETH pekarangan, RTH
Taman, RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu; dan

b) Perawatan dan pemeliharaan RTH yang ada agar dapat
berfungsi sehagaimana mestinya.
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4, Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana, mehput

pembangunan tanggul di sekitar sungai, membuat jalur evakuasi
vang melewati jaringan jalan kolektor serta menyediakan tempat
evakuasi bencana.

b. Perwujudan Zona Budidaya Pada BWP

1.

Pengembangan zona perumahan sebagai dampak perkembangan

BWF Ngantru;

a| Pengembangan perumahan baru  yaitu subzona  rumah
kepadatan tinggi, subzona rumah kepadatan sedang dan
kepadatan rendah vang dikembangkan baik pengembang
maupun masyarakat;

b) Penpembangan perumahan dengan fungsi rumah tinggal dan
kos di sekitar industri;dan

¢] Penyediaan ruang terbuka hijau pada perumahan baru.

. Zona perdagangan dan jasa sebaga dampak perkembangan BWP

Ngantru meliputi:

a) Rencana penambahan subzona perdagangan dan jasa tunggal
berupa pasar lokal di SBWP C blok C-6;

bl Subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan toko,
warung, kios dan sejenisnya dikembangkan pada setiap
SEWP:

c] Subzona perdagangan dan jasa deret dengan kegintan ruko
dan pertokoan dikembangkan di SBWP A blok A-1, blok A-2,
SBWDP B blok B-1, blok B-2, blok B-3, blok B-4, dan blok B-6,
SBWP C blok C-6

. Zona perkantoran tetap dipertahankan keberadaannya untuk sub

zona perkantoran pemenntahan, sedangkan pengembangan
perkantoran swasta berupa kantor komsultan, kantor notaris
atau kantor swasta diarahkan di jaringan jalan kolektor primer
dan perkembangannyva mengikuti perdagangan deret di BWP
Ngantru.

Zona induastri berupa industri kecil dengan mempertahankan sub
zona industri kecil vang sudah ada dan mengembangkan industri
kecil dengan mengoptimalkan bahan baku dari BWP Ngantru.
Subzona aneka industri  untuk pengembangan aneka industn
tersebar pada SBEWP B blok B-1 dan blok B-2, pengembangan
zona industm hary di blok B-6.

Pengembangan zona  sarana  pelayanan  umum  uniuk
mengopumalkan fungsi BWP Ngantru meliputn:
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al Subzona pendidikan berupa kegiatan taman kanak-kanalk,
sekolah  dasar/sederajat dikembangkan di tiap S5BWFP
terutama pada perumahan baru;
b) Subzona  pendidikan  berupa SMP  atau  sederajat
dilkkembangkan di 3BWP C blok C-1, blok C-5;
¢l Pengembangan puskesmas pembantu diarahkan
dilkembangkan di setiap desa vang belum memiliki puskesmas
pembantu yaitu
d] Peningkatan pelavanan puskesmas vang ada berupa
peningkatan sarana kebutuban puskesmas;
e] Hencana pengembangan subzona olahraga, dikembangkan
pada rencana perumahan baru di BWP Nganttu; dan
[ Rencana pengembangan Subzona penbadatan melipuh
pengembangan masjid dan mushola pada perumahan baru
serta pengembangan fasilitas peribadatan di setiap desa
stsual dengan kebutuhan masyvarakat BWP Ngantru,
6. Pengembangan zona peruntulkan lamnya untuk mengophimalkan
fungsi BW P Ngantru meliputi:
a] Mempertahankan subzona pertanian yang sudah ada yang
rerdapat di SBWP C blok C-1 dan blok C-5;
b} Pengembangan diarahkan pada produksi hortikultura vang
menjadi andalan;
¢] Pengembangan prasarana pendukung perranian hortikubtura.
7. Pengembangan zona ruang lerbuka non hijau terdiri dari:
al Bubzona ruang manfaat jalan di setiap SBWF berupa jalan
kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan ingkungan;
bl Subeona badan air berupa air sungai vang berada di SBWP A
dan SBWP C;
¢) Subzona rel KA meliputi SBWFP A dan SEWP B;dan
d] Saluran irigasi meliputi Sub BWP A dan Sub BWP C,
{2) Program perwujudan rencana janngan prasarana di BWP Ngantru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3} huruf b terdini atas:
a. Penetapan sistem jaringan pergerakan meliput:
1. Eencana Jalan Lingkar Timur meliputt SBWP B blok B-6,
SBEWP C blok C-1, C-5, dan C-6.
2. Rencana pengembangan jalan alternative meliputi SBWP B
blok B-4, blok B-3, hlok B-5, blok B-6, SBWP C blok C-1,
blok C-5, dan blok C-6;
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Untuk arahan kedepannya maka diperlukan peningkatan
perkerasan jalan dan jalan makadam /tanah menjadi jalan aspal
dan pecrbaikan jalan secara berkala untuk jalan-jalan yang rusak,
serta pengembangan jaringan jalan baru  pada rencana
perumahan baru;

FEencana jalan lokal sekunder di BWP Ngantru adalah
pengembangan dan perbaikan kualitas jalan lokal lainnya;
Pembangunan trotoar di utamakan pada jarinpan jalan kolelctor
primer khususnyva pada  ruas  jalan batas Kabhupaten Kediri-
Ngantru. ruas Jalan Ngantru-batas Kabupaten Blitar dan ruas
Jalan Rava Srikaton — batas Kabupaten Blitar;

Fencana pengembangan rest area ;

Pengembangan rte angkutan umum pada jaringan jalan
kolektor primer;

Fencana pengembangan  halte khususnya pada  pusat
perdagangan  dan  jasa atau kawasan pendidikan untuk
mempermudah menurinkan dan menaikan penumpang di Sub
BEWPF A blok A-1 dan Sub BWP C blok C-6;

Pengembangan =zebra cross untuk kedepannyva perlu adanya
penambahan khususnva pada daerah perkantoran dan fasilitas
keschatan secrta diperlukannya perawatan dan pemeliharaan
seperti pengecatan kembali cal vang sudah pudar untuk zebra
cross vang telah adajdan

1. Pengembangan sistem perparkiran di BWP Ngantru.

b. Penetapan sistem jaringan energi/ kelistrikan melhputt:

1.

Merapikan jaringan kabel udara di sepanjang tlepi jalan, untuk
tahap selanjutnya diarahkan pada penggunaan kabel bawah
tanah pada jalur-jalur terfento vang memungkinkan untuk
dilakukan pengembangan tersebut;

Mempertahankan jaringan SUTM dan SUTR vang telah ada di
BWP Ngantru;

Penambahan jaringan listrik baru terutama untuk melayani
kawasan terbangun baru pada SBWP C blok C-1, dan blok C-3;
dan

Pengembangan penerangan jalan umum pada jalan-jalan yang
belum terdapat penerangan jalan umum aerta pada perumsahan
baru.

¢c. Penetapan sistem jaringan telckomunikasi meliputi :

1.

Pengembangan jaringan teleliomunikasi dengan menggunakan
sistem janngan bawah lanabh;
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Pengembangan  jaringan  telekomunikasi pada  kawasan
permukiman baru vang terletalk pada SBWP C Blok C-1, dan
Blok C-5;

Pengembangan jaringan fiber optik dilakukan diseluruh SBWP
dan blok di BWP Ngantru;dan

aosialisas] penetapan menara telelkomunikasi/menara BTS vang

dimanfaatkan secarda bersama berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

d. Penetapan sistem jaringan air minum meliputi :

1.
2.

Pengembangan jaringan pipa air minum ke rumah-rumah;
Pengembangan aréa pelayvanan qir minum melalul sisiemn pipa
distribusi dengan target 60% pada 5 tahun pertama;
Pengembangan sumber air PDAM siap rminum;

Penambahan jaringan air minum pada rencana perumahan bharu
di SBEWP C blok C-1, dan blok C-5;

Pelestanan sumber air;

Mengurangi kehilangan air dengan cara pemeliharaan jaringan
pipa transmisi dan distribusi.

Penetapan sistem jaringan draimase melipui ;
1.

Perbaikan jaringan yang terputus khususnya jalan lokal maupun
lingkungan;

Normalisasi jaringan drainase vang telah ada secara berkala;
Peningkatan saluran drainase pada dari drainse terbuka menjacdi
drainase terfutup pada saluran di janngan jalan kolektor primer;
Pernbatasan pengembangan penggunaan lahan pada dacrab
resapan untuk mengurangi resiko rerjadinyva banjir;

Peningkatan kesadaran masvarakat untuk tlidak membuang
limbah non cair di saluran air vang dapal mempengaruhi
kapasitas saluran;

Pembangunan saluran drainase vang bary pada perumahan baro
di Sub BWP C blok C-1, dan blok C-5; dan

Pembuatan lubang biopon dan sumur resapan untuk perumahan

baru.

f. Penetapan sistem jaringan air limbah berupa Pengelolaan limbah

meliputi:

1.

Pengembangan unit pengelolaan limbah secara komunal pacda
kawasan perkotaan serta kawasan sentra industr

Penyediaan unit pengelolaan limbah komunal pada rencana
kawasan perumahan baru.



g. Penetapan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :
1. Eencana Pengembangan sistem persampahan di BWP Ngantru
adalah:
#] Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TF5)
terpadu di BWP Ngantru;
bj Peningkaran manajemen sistem pengakuian sampah;
] Peningkatan & perbaikan prasarana persampahan;
d} Pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan konsep 3R
(Reduce, Feuse, Recycle); dan
e}l Pengelolaan sampah organik untuk kompos dan hiogas,
2. Fencana pengembangan jarnngan prasarana lainnva berupa jalur
evakuasi bencana.
a] Pengembangan jalur evakuasi bencana banjr mehputi ruas
Jalan Batas HKabupaten Redin-Npgantru pada SBWP A
Blok A-1 dan ruas Jalan Ngantru-Batas Kabupaten Blitar
pada SBWP A Blok A-2;
b) Rambu-rambu evakuasi merujuk pada rambu vang
bertuliskan jalur evakuast; dan
¢} Pengembangan tempat evakuasi sementara diarahkan untuk
menempati fasilitas umum vang meliput Kantor Kecamatan
Ngantru, fasilitas peribadaran dan lapangan olahraga.
3. Pengembangan jaringan irngasi meliputi :
a) Pemetaan daerah jaringan irigasi: dan
bl Sosialisasi dan menjaga keandalan saluran irigasi.

{3) Program  perwujudan  penetapan 3SBWP  yang  diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat [3) huruf ¢
meliputi ;

a. Penpgembangan fungsi zona terdiri dari:
1. Pengendalian alih fungsi lahan;
2. Penataan zona perdagangan jasa dan SPU pendukung
3. Penataan zona industri; dan
4. Pengembangan zona perumahan.
b. Kebutuhan penanganannya terdiri dari:
1. Penataan pola ruang vang terintegrasi dan terpadu;
2, Penataan kawasan industri dengan memperhatikan aspek
hngkungan;

Penvediaan fasilitas parkir dan jalur pedestrian;

Pengembangan akses antara perumahan;

Penvediaan IPAL; dan

Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Buffer Zone.

i i ol o



BAB VI
PERATURAN ZONABI

Pasal 61

(1] Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf {,

12

31

(4

berfungsi sebagai:

a.
b

Peranglat operasional pengendaban pemanfaatan ruang;

Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya
pernanfadtan ruang uwdare dan pemanfaatan ruang di bawah tanah,
Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

Acuan dalam pengenaan sanksi; dan

Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan
penctapan lokasi investasi.

Peraturan zonasi terdiri atas:

.

b,

Materi wajib; dan
Materi pilihan,

Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf & meliputt

a.
b.
c.
G R

&,

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
Ketentuan tata bangunan;

Ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan

Ketentuan pelaksanaan.

Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurul b

meliput:

d.
b.
.
d.

Ketentuan tambehan;
Ketentuan khusus;
Standar teknis; dan

Ketentuan pengaturan zonasi.

Pasal 62

Ketentuan peraturan zonasi pada BWFP Karangrejo dan BWP Ngantru
tercantum dalam Lampiran ¥V A dan V B vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini



(1]

(3]

(1)

(3]

{4

74

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 63

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (5) huruf g adalah
perizinan vang terkait dengan izin pemanfaatan ruang vang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum
melakukan kegiatan pemanfaatan ruang.

lzin Pemanlaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam  avar (1)
meliputi ;

a. lzin Prinsip {IF};

b. Izin Lokasi;

c. lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

d. lzin Mendirikan Bangunan; dan

e. lzin lain berdazsarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat {2) diatur lebih lanjut
dengan peraturan daerah.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 64

Pembenan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
avat (53] huruf h dapat diberikan pemerintah daerah dalam hal
pelaksanaan kegiatan vang sejalan dengan rencana lala ruang, dan juga
sebapal perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau
mengurangl keglatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang,

| Insentil dan disingentif dibenkan oleh Pemerintah daerah kepada:

a. Pemerintah Kota dan/atau pemerintah kabupaten lainnya;

b. Masyaralat: dan

c. Penanam modal.

Pemberian insentif dapat berbentulk:

a. Pembangunan serta penpgadaan infrastrukior meliputi jalan, listrik,
telekomunikasi dan air bersih;

b, Kemudahan prosedur perizinan dalam sistern onling; dan

c. Pemberian penghargann kepada masyarakat, swasta dan/atau
pemeriniah daerah.

Pemberian diginsentif dapat berbentuk:



a. Pengenaan denda secara progresif;
b. Membatasi penvediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan
penalti;

c. Larangan untuk melakukan kegiatan pengembangan lebih lanjut untuk

pemanfaatan ruang vang telah terbangun yang tdak sesuai dengan
ketentuan peraturan daerah in,

(5] Retentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4] diatur lehih

lamjut dengan Peraturan Bupat.

BAB IX
HAK, KEWAJIBEAN DAN PERAN SERTA MASYARAHAT
DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 65

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak antuk:

.,
b

C.

Mengetahui rencana tata ruang wilavah dan rencana rinci di Daerah;
Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
Memperovleh pengpantian yvang lavalk atas kerugian yvang tmbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan vang sesuai dengan rencana tata
ruang;

Mengajukan  keberatan  kepada  pejabat Derwenang  lerhadap
pembangunan vang tidalk sesual dengan rencana tata ruang di
wilayahnva,

Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pojabat berwenang,
dan

Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pernbangunan vang tidak sesual dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 66

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.
b.

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

Setiap kegiatan vang bertujuan untuk memanfaatkan rang dan fatau
sumber dayva alam diatas permukaan maupun dibawah tanah terlebih
dahulu harus mendapat pertimbangan teknis pertanahan;
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Mematuhi  ketentuan vang ditctapkan dalam  persyaratan  izin
pemanfaatan ruang;dan

Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinvatakan sebagai milik umum.

Pasal 67

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan
melibatkan peran masvarakat.

Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilalakan dalam hal :

4. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masvarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana

thmalksud pada ayat (2} huruf a berupa:

d. masukan mengenal persiapan penyusunan rencana tata ruang, antara
lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi dan
konsultasi publil;

b. kerja sama dengan pemerintah daerah danfatau sesama unsur

masvarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyvarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} huruf b berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah. dan /atau sesama
unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatlan ruang vang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang darat, ruang laut, ruang uwdara, dan ruang di dalam bumi
dengan memperhatikan keanfan lokal zserta sesusl dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

e, kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber daya alam; dan

[. kepiatan investas dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
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Bentuk peran masyvarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikulsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana
tata ruang vang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat vang berwenang dalam
hal menemukan dugaan penvimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemaniaatan ruang vang melanggar rencana tata ruang yang telah
ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat vang berwenang
terhadap pembangunan vang dianggap tidak sesual dengan rencana
tata ruang.

Pasal 63

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara
langsung dan/atau tertulis.

Peran masyarakat sebapgaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
disampaikan kepada bupati untuk rencana tata ruang kabupaten,

Peran masyvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait pada bupari.

Pasal 69

Pelaksanaan tata cara peran masyvarakat dalam penataan ruang

dilaksanakan sesual dengan ketentuan perundang-undangan.,

(1]

(2]

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

Dalam hal penyimpangan penvelenggaraan pemanfaatan ruang,
perseorangan atau korporasi yang melanggar Pasal 66 dapat dikenai
sanksi administratf.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1] dapat berupa:
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Teguran hisan;

Peringatan tertulis
Penghentian sementara kegiatan:

Penghentian sementara pelayanan urmum,
Pencabutan izin;

Pembatalan izin;

Penumipan lokasi;
Pembongkaran bangunan;
Denda administratif; dan /atau
Permulihan fungsi ruang;

[3] Ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayat [2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan peraturan

daerah yang berkailan dengan penataan ruang daerah yang telah ada

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan daerah ini.

{2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

Fi.

lzin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Dacrah ini tetap berlaku sesuai dengan
measa berlakunyva;

lzin pemanfastan ruang yang telah dikeluarken tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

1,

Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi lawasan berdasarian Peraturan
Daerah im;

Pacla saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan
ruang vang tidak sesual dengan rencana tata ruang harus
disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan
penvesuaian pemaniaatan ruang;dan

Untuk vang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan dilaksanakan penyesuaian dengan fungsi
kawasan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  ini, dibatasi
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pemanfaatan  ruangnya dan tdak diberikan  iZn untuk
pengembangan.
c. Pemanfaatan ruang vang izinnyva sudah habis dan tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini tidak diberikan perpanjangan izin:
d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin
ditentukan sebagai berikut:

1. yang berfentanpan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
pemanfaatan ruang vang bersangkutan ditertibkan  dan
disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

2, vang sesual dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat
untuk mendapatkan izin yang diperiukan.

{3] Ketentuan sebapaimana dimaksud pada avat {2) huruf b angka 3,
huruf ¢, dan huruf d angka 1 diatur lelnh lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 72

(1} RDTE dan Peraturan Zonasi BWP Karangrejo dan BWP Ngantru berlaku
selama 20 [dua puluh)] tahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan
dapat dilakukan peninjauan kembali minimum 5 (lima) tahun sekali;

(2] RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Karangrejo dan BWP Ngantru dapat
ditinjau kembali kurang dari 5 {lima) tahun apabila :

d. terjadi perubahan kebijakan provinsi  dan  strategi  vang
mempengarithi  pernanfaatan Tuang Bagian Wilayah Perkataan,
dan/atau

b. terjadi dinamika internal Bagian Wilavah Perkotaan vang
mempengaruhi  permanfaatan  ruang secara mendasar, seperti:
bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah vang ditetapkan
melalul peraturan perundang-undangan.

(3] Materi teknis dan album peta dengan skala 1 : 5.000 dari RDTE dan
Peraturan Zonasi BWP Karangrejo dan BWP Ngantru Tahun 2016 — 2036
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan BDupati sebagai pelaksanaan dar Peraturan Daerah ini ditetapkan

paling lama 12 (dua belas| bulan terhitung sejak diundangkannyva Peraturan
Daerah in1.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ranggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung.

histapkan di Tulungagung,
pada tanggal 16 Mei 2016
BUPATI UNGAGUNG, ﬂ

/:’Z SY YO

Diundangkan di Tulungagung
1 17 Mei 2016
SEKRET! DAERAH

/ Ir. INDRA FAUZI, MM

f Pembina Utama Madva
NIP, 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 11 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 116-
9/2016
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH EABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
FPADA BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN EARANGRE.JO DAN BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN NGANTRU THUN 2016-2036

I. UMUM

Bahwa pembangunan di Perkotaan Karangrejo dan Ngantru perlu diarahkan
pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdayva guna dan berhasi! puna
dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang
dapat terjaga keberlanjutannva demi terwujudnya kesejabteraan umum,
keadilan sosial dan  kelestardan lingkungan: pertumbuhan dan
perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas
pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi roang
sehingea perlu ditata dengan baik;

Bahwa dalam UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 65 beserta penjelasannva,
disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh
pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, baik dalam penyusunan
rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang maupun sebagai pelaksana
pemanfaatan ruang, baik perseorangan maupun koperasi, antara lain
mencakup kegiatan pemanfaatan ruang vang sesuai dengan rencana tata
ruang serta partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang,

Bahwa dengan ditetapkannyva Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2011,
penvusunan ROTRE BWP Karangrejo dan BWP Ngantru perlu diterapkan
zesual peraturan tersebut, dimana didalamnya mengatur tentang penetapan
tujuan penaatan ruang, rencana zona lindung dan budidaya, rencana
jaringan presarana, arahan pemanfaatan ruang hingga peraturan zonasi;

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 5> Tahun 2012 tentang Hecana Tata Ruang Wilavah
Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten
Tulungagung, dimana di dalamnva mengatur mengenai strulktur ruang, pola
penggunaan tanah, pemanfaatan ruang serta pengendaliannva. Oleh karena
itu, untuk mewujudkan azas penataan ruang untuk mewujudkan kepastian
hukum dan keadilan maka pera menetapkan Rencana Deland Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi BWFP Karangrejo dan BWF Ngantru menjadi



Hancangan Peraturan Daerah, sehingga arahan penataan ruang di Kawasan
Perkotaan Karangrejo dan Perkotaan Ngantro dapat dilaksanakan dengan
jelas dan tegas oleh Pemerintah, masvarakat, serta para stakeholder di
Kabupaten Tulungagung, serta diharapkan nantinva menjadi acuan bagi
penyusunan rencana tata ruang vang ada di bawahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang
digclenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan

vang bersifal linlas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku
kepentingan;
Huruf b

Yang dirmaksud dengan Heserasian adalah bahwa penataan ruang
disclenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur
ruang dan pola ruang;

Yang dimaksud dengan Kesclarasan dan keseimbangan adalah
bahwa penaraan ruang diselengparakan dengan  mewujudlan
keselarasan antara kehidupan manusia dengan hngkungannya,
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta

antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;

Hurufe
Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan
dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan dava dukung dan
dayva tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan

generasi mendatang;

Huruf d
Keberdaysan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber
daya yvang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata
ruang vang berkualitas;

Hurufl e
Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
memberikan akses vang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;



Hurut f
Kebersamaan  dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemanghku kepentingan;

Huruf g
Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang
digelengparakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;

Huruf h
Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-
perundang-undanpan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan
dengan mempertimbangkan rasa keadilan  masyvaralkat serta
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan
jaminan kepastian hukum; dan

Huruf :
Aluntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat
dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayvaannya maupun
hasilnva.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan BWEP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur vang
alan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan
dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta
apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan
penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWF,

Perumusan tujuan penataan BWP  didasarkan pada: a. arahan
pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; b isu strategis BWP,
vang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi
penanganan, dan ¢, karakteristik BWF,

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas,



Pasal B

Cukup jelas,

Pasal 9
Culup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas,

Pasal 13
Culup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pazal 16
Avat (1)

Huruf a
Subzona perumahan kepadatan tinggi (B2) memiliki kepadatan
bangunan 100 (seratus|-1.000 {seribu) rumah fhektar,
Huruf b
Subzona perumahan kepadatan sedang (R3] memiliki kepadatan
bangunan 40 (empat puluh)- 100 [seratus) rumah (hektar.
Huruf ¢
Subzona perumahan kepadatan rendah (R4) memiliki kepadatan
bangunan 10 {sepuluh}-40 (empat puluh) rumah /hekrar.
Avat {2
Cukup jelas,
Avat [3]
Cukup jelas,
Avat (4]
Cukup jelas.
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Pasal 17
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Culup jelas.
Avat [4]
Sektor informal adalah usaha pelayanan tidak resmi yvang dilakukan

perorangan dengan tujuan untuk mempercleh imbalan terhadap jasa
atau bantuan pelayanan vang diberikannva.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Culup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pazal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Avat (1)
Culkup jelas.
Avar (2)
Huruf a
Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana
paling rendah 40 kilometer per jam dengan lebar badan jalan
paling sedikit 9 meter dan ruang pengawasan jalan paling sedikit
1} meter ditentulkan dari tep1 badan jalan;



Huruf b
Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana
paling rendah 20 kilometer per jam dengan lebar badan jalan
paling sedikit 7.5 meter dan ruang pengawasan jalan paling
sedikit ¥ meter ditentukan dan tepd badan jalan;
Huruf ¢
Jalan lingkungan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling
reridah 15 kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling
sedikit 6,5 meter dan ruang pengewasan jalan paling sedilat 5
meter ditentulkan dari tepi badan jalan;
Avar (3)
Jarmgan pedestrian merupakan merupakan prasarana pejalan kaki
berupa penvediaan trotoar, dan trotocar adalah prasarana pejalan
kaki yang letaknyva di antara badan jalan dan bangunan yvang ada i
SAMNENva.
Ayat (4]
Cukup jelas.
Axat [5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan zebra cross adalah tempat
penveberangan jalan vang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang
dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membiyur,
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yarg dimaksud dengan parkir adalah keadaan Kendaraan
herhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan
ditinggalkan pengemudinya.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf &
Yang dimaksud kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan
vang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selan
Kendaraan vang berjalan di atas rel.
Kendaraan bermotor yang di diperbolehkan parkir di dalam ruang
milik jalan, bersifat sementara terdin atas:
1. Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor mehputi:
a, Kendaraan Bermotor roda 2 {dua) dengan atau tanpa rumah-
rumah;



ad

87

b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta
samping; dan
¢, Kendaraan Bermotor roda 3 {tiga) tanpa rumah-rumah.

. kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang mehputi:

a. Mobil Penumpang sedan;
br. Mobil Penumpang bukan sedan; dan

c. Mobil Penumpang lamnya vang dirancang untuk keperluan
khusus misalnya mobil ambulance, mobil jenasah, dil.

. Kendaraan Bermator jenis Mobil Bus berupa Mobil Bus kecil

vang dirancang dengan:

a.JBB lebih dar 3.500 {tiga nibu lima ratus) sampai dengan
5.000 {lima ribu} kilogram;

b, ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran
landasan dan tidak lebih daci 6,000 {enam ribu) milimeter;
dan

¢. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan
dan tidak melebihi 2.100 {dua ribu seratus] milimeter serta
tinggi Kendaraan tidak lebih dam 1,7 {satu koma tujuh) kali
lebar Kendaraannya.

. Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang (dengan klasifikasi

memiliki 2 as sumbu roda dan/atau kapasitas angkut

maksimnal 4 ton) meliputi:

a. mobil balk muatan terbuka misalnva pick up, dump truck,
non dump truck, flat deck, double cabin [Molil Barang kalyin
ganda); dan

b. mohil bak muatan tertutup misalnva box, wing box, box
freezer, Mobil Barang kabin ganda.

, Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus yang dirancang

bangun untuk fungsi tertentu meliputi:

a. Militer misalnyva Kendaraan tank, panser, Explosive
Ordinance Disposal (EOD), Commander Call Carrier,
Security Barrier, Kendaraan lapis baja yang digunakan
untuk tempur dan Kendaraan yang dirancang khusus yang
dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia;

b. ketertiban dan keamanan masvarakat misalnya Kendaraan
water canon, Anti Personel Carrier (APC), Explosive
Ordinance  Dispesal (EOQD|, Commander Call Carrier,
Security Barrier, dan Kendarasan taktis lainnya yang
dirancang khusus yang dimiliki oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
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c. alat produlos dengan svarat  berkaitan dengan
peningkatan /perbaikan jalan; dan
d. motlitas penyvandang cacat.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup ielas.
Huruf
Cukup jelas.

Pasal 25

Avat {1)
Standar tegangan SUTM; 70 kv
Standar tegangan SUTR; 30 lov
Apabila terdapat perencanaan vwvang lebih mendetail rerkail
perencanaan jaringan listrik bawah tanah, maka ditetapkan dalam
Eencana Tata Bangunan dan Lingkungan vang selanjutnya disingkat
RTBL.

Avat 2]
Cukup jelas,
Avat (3]

Cukup ielas,

Pasal 26

Apabila terdapat perencanaan vang lebih mendetail terkait perencanaan
jaringan telekomumikasi bawah tanah, maka ditetapkan dalam Eencana
Tata Bangunan dan Lingkungan yvang sclanjutnya dismgkat RTBL,

Pasal 27

Apabila terdapat perencanaan yang lebih mendetail terkait perencanaan
jaringan air minwm bawah tanah, maka ditetapkan dalam Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan vang selanjuinya disingkat RTBL.

Pasal 28
Avat {1)

Huruf a

Yanp dimaksud drainase sekunder adalah saluran drainase yang
menghubungkan antara drainase tertier dengan saluran drainase
primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran



drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase
tertier; dan

Huruf b
Yang dimaksud dramase tersier adalah saluran drainase yang
berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran, dan
lainnya vang merupakan tangkapan air impasan vang berasal
dari atap maupun jalan.
Avat [2)
Cukup jelas.
Avat [3]
Cukup jelas,

Paszal 29

Yang dimaksud dengan black water adalah istilah untuk air vang sangat
terkontaminasi seperti air septictank dan air imbah dapur.
Yang dimaksud dengan grey water adalah adalah sisa air pembuangan
vang biasa berasal dari air bekas cucian, mandi atau cuci piring.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Penetapan SBWP  vang diprioritaskan penanganannyva merupakan
upava dalam rangka operasionalisasi rencana fata ruang vang
diwujudkan ke dalam rencana penanganan SBWP yang diprioritagkan.
Penetapan SBWP vang diprioritaskan penanganannva bertujuan untulk
mengembangkan, melestarkan, melindung, memperbaiki,
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunarn, danjatau
melaksanakan revitalisasi di kawasan vang bersangkutan, vang
dianggap memiliki prioritas tinggl dibandingkan SBEWP lamnya.
Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Culoup jelas.



Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas,

Pazal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Paszal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47T

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas,

Pasal 49

Culiup jelas.

b
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Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas,

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ketentuan pemnanfaatan ruang dalam RDTRE  merupakan upaya
mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan BWP dalam
Jangka waktu perencanaan 5 {(Hma) tahunan sampai akhir tahun masa
peErencanaar,

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Aat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Avat [3)
Huruf a

Cukup jelas
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Huruf b

Pasal 61

Yang dimaksud dengan buffer zone atau kawasan penyangga
adalah lahan yang tidak dibangun dan dibiarkan sebagaimana
aslinya, misalnva rawa, danau, fanah lapang, semak atau hutan
belukar untuk memelihara keseimbangan ekologi dan menjadi
paru-paru kota, sehingga racun CO maupun buangan CO2 hasil
pembakaran kendaraan bermotor dan asap industn bisa terserap
dalam kawasan penyangga.

Avat (1]
Hurufl &

Cukup jelas.

Huruf b

Mekanisme pemanfaatan ruang udara adalah sama dengan
pemanfaatan riang bawah tanah, namun berlaku untuk
pembangunan di atas prasarana umum [melayang), seperti jalan,
vaitu berupa bangunan pedestrian layang atau bangunan
komersial lavang, dengan ketentuan sesuai Peraturan Menten PU
Mo, 20/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persvaratan Teknis
Bangunan Gedung,

Hurul ¢

Cukup jelas.

Hurul d

Cukup jelas.

Hurufl e

Culup jelas.

Avat [2)
Cukup jelas.

Avat (3)

Huruf a

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan
vang berisi kegiatan dan penggunaan lahan vang diperbolehkan,
kegiatan dan penggunaan lahan yvang bersyarat secara terbatas,
kegiatan dan penggunaan lahan yang bersvarat tertentu, dan
kegiatan dan penggunaan lahan vang tidak diperbolehkan pada
suatly zona. Ketentuan kegiatan dan  pengsunaan lahan
dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang
terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan
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bangunan setermnpat, dan  ketentuwan  khusus bagi  unsur
bangunan atau komponen vang dikembangkan.
Huruf b

Ketentuan  intensitas  permnanfaatan ruang adalah  ketentuan
mengenal besaran pembangunan yvang diperholehkan pada suatu
zona vang meliputi :
1} KDEB Maksimum
KDB maksimum ditetapkan dengan meompertimbangkan
tingkat pengisian alau peresapan air, kapasitas drainase, dan
jenis penggunaan lahan.
2} KLE Maksimum
KLE maksimum diretapkan dengan mempertimbangkan harga
lahan, ketersediaan dan tingkat pelavanan prasarana [jalan],
dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta
elkonomi dan pembiavaan,
3] Ketinggian Bangunan Maksimum
4] KDH Minimal
KDH minimal digunakan uantuk mewujudkan KTH dan
diberlakukan secara umum pada suatu zona, KDH minimal
ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau
peresapan air dan kapasitas drainase.
Beherapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam intensitas
pemanfaatan ruang. antara lain meliput :
1] Koefisien Tapak Basement [KTB] Maksimum
2} Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Malksimum
3} Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum
4} Kepadatan Penduduk Maksimal,

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mendetailkan lelnh
lanjut  intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam
ketentuan umum peraturan zonasi pada RTEW kabupaten. atau
juga bisa berisi sama dengan intensitas pemanfaatan ruang yvang
diatur dalam ketentuan wumum perafuran zonasi pada RTEW
Kabupaten., Intensitas pemanfaatan ruang vang terdapat dalam
ketentuan  intensitas pemeanfaatan ruang dapat didetailkan
kernbali lebih lanjut dalam ETBL.
Huruf c

Ketentuan tata bangunan adalah ketenluan yang mengatur
bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu
zona. Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas :
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11 GSB mimmal yvang ditetapkan dengan memperfimbanglkan
leeselamatan, resilko kebakaran, kesehatan, kenvamanan, dan
estetika;

2} Tinggl bangunan maksimum atau mimimal vang ditetapkan
dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebalkaran,
telknolog, estetika, dan parasarana;

3} Jarak bebas antar bangunan minimal vang harus memenuhi
ketentuan tentang jarak bebas vang ditentukan oleh jenis
peruniukan dan kelinggian bangunan; dan

4 Tampilan bangunan vang ditetapkan dengan
mempertimnbangkan  wama  bangunoan, bahan  bangunan,
tekstur bangunan, muka bangunan, gava bangunan,
keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan
lingkungan sekitarnva.

Ketentuan tata bangunan dapat didetaillkkan lebih lanjut dalam

RTBL.

Hurufd

Ketentuan prasarana dan sarana mimimal berfungsi schagai

kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan

lingkungan vang nvaman melalui penvediaan prasarana dan

SHTANA  vang sesusl agar zona  berfungst  secara  oplimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesvai

dengan kementuan mengenal prasarana dan  sarana  vang

chterlntkan oleh mstans yang berwenang.

Huruf ¢
Ketentuan pelaksanaan terdin atas :

1] Ketentuan variansi pemanfaatan roang vang merupakan
ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk
menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap
mengikuti ketentuan massa rtuang vang ditctapkan dalam
peraturan zonasi. Hal int dimaksudkan untuk menampung
dinamila pemanfastan ruang mikro dan sebagai dasar antara
lain fransfer of developmernt rghits (TDR) dan air nght
development yang dapat diatur lebih lanjut dalam ETEL.

| e

ketentuan pemberian insentif dan dismsentaf vang
merupakan ketentuan yang membenkan insentl bag
kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana
tata ruang dan memberikan dampak positif bagl masvarakal,
serta yang memberikan disinsentif bagt kegiatan pemanfaatan
ruang vang tidak sejalan dengan rencana tata roang Jdan



memberikan dampak negatif bagl masyarakat. Insentit dapat
berbentuk  kemudahan  perizinan, keringanan pajak,
kompensasi. imbalan, subsidi prasarana, pengaiihan hak
membangun, dan ketentuan teknis lainnva. Sedangkan
disinsentif dapat berbentuk antara lain  pengetatan
persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi vang tinggi,
pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan
sarana, atau kewajiban untuk penyedizan prasarana dan
sarana kawasan.

i} Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku
untuk pemanfaatan ruang yvang izinnya diterbitkan sebelum
penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan
bahwa izin tersebut diperoleh sesual dengan prosedur vang
benar.

Avat (4]
Huruf a

Ketenituan tambaban adalah  ketentuan lain  vang dapar
ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar
yvang sudah  ditetapkan. Ketentuan tambahan  berfungsi
memberikan aturan pada kondisi vang spesiik pada zona
tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar,
Huruf h
Ketentuan  khusus adalah ketentuan vang mengatur
pemanfaatan zona vang memiliki fungsi  kbhusus  dan
diberlakukan ketentuan khusus sesual dengan karaktenstik zona
dan kegiatannyva. Komponen ketentuan khusus antara lain
meliputi :
1] Zona keselamatan operasi penerbangan (KKOF);
2) Zona cagar budayva atau adat;
3] Zona rawan boncana;
4] Zona pertahanan keamanan [(Hankam},
3] Zona pusat penelitian;
6] Zoma pengembangan nuklis;
7| Zona Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA} dan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap {PLTU];
8] Zona gardu induk liatrk;
9) Zona sumber air baku; dan
10 Zona BT3.



gl

Eetentuan mengenal penerapan aturan khusus pada zona-zona
khusus di atas ditetapkan sesuai dengan kelentuan vang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang,

Huruf ¢

Standar teknis adalah aturan-aturan teknis pembangunan yvang
ditetapkan berdasarkan peraturan/standar/ketentuan  teknis
vang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran vang
sesual dengan kebutuhan. Standar teknis vang digunakan dalam
penyusunan RDTR mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNi),
antara lain SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara
Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Lingkungan
tanfatay  standar  lain. Tujuan standar tekmis adalah
memberikan kemudahan dalam menerapkan ketentuan teknis
yvang diberlakukan di setiap zona.

Huruf d

Pazal 62

Ketentuan pengaturan zonasi adalah  varian dari  zonasi
konvensional vang dikembanghkan untuk memberikan fleksibilitas
dalam penerapan aturan zonasi dan dityjukan untuk mengatasi
berbagal permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.
Hetentuan pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan
Neksibilitas  dalam  penerapan  peraturan zonasi dasar seria
memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesual
dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan
vang dihadapi pada =zona tertentu, sehingga sasaran
pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapal secara lebih
efeltif.

Cukup jelas.

Pasal 63

Avat (1]
Cukup jelas,
Avat (2]

Hurufa

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang
diberikan oleh pemerintah / pemerintah daerah untuk
menyalakan suailu kegialan secara prinsip diperkenankan untuk
disclenggarakan atau beroperasi.
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lzin prinsip merupakan pertimbangsn pemanfaatan
lahanberdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebaga
dasar dalam pemberin izin lokasi.

lzin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan
[SPPL.

Hutuf b
Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin vang diberilkan

kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan
dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan
lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

fzin lokasi diberikan berdasarkan izin  prinsip apabila
berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin
prinsip.

Huruf ¢

lzin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk
permohonan mendirikan hangunan.

Huruf d
Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan

bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
Huruf e

Culkup jelas.
Avat (3]
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Paszal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.

Pazal 68

Cukup jelas.



HE

Pasal 69
Culup jelas.
Pasal 70

Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2
Huruf a
Cukup jelas
Huraf b
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Hurufl d
Yang dimaksud dengan Pelayanan umum adalah kegiatan atau
rangkaian kegiaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warpga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelavanan administratil yang disediakan oleh penyelenggara
pelavanan umum.
Huruf e
Culup jelas
Huruf {
Culkup jelas
Hurut g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Hurufi
Cukup jelas
Huruf j
Culup jelas
Avat [3)
Cukup jelas.

Pasal T1

Cukup jelas.

Pasal 72

Avat (1]
Cukup jelas.



Avat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar® adalah

bernicana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan vang ditetapkan berdasarkan besaran
jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana
dan sarana, cakupan luas wilavah yvang terkena bencana dan
dampak sosial ekonomi vang ditimbulkan.

Ayat (3]
Culup jelas.

Pasal 73
Culup jelas.

Pas=al T4

Cukup jelas.



